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ABSTRAK
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Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari’ah
Judul : Pemahaman Pemilik Toko Tentang Batas Garis

Sempadan Jalan Pada Lahan Toko dan Urgensinya
Menurut Hag Al Murur dan PP No. 34 Tahun 2006
(Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)

Tanggal Sidang : Rabu, 15 Januari 2025

Tebal Skripsi : 125 halaman.

Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.
Pembimbing I1 : Yuhasnibar, M.Ag.

Kata Kunci : Sempadan Jalan, Pemilik Toko, Haq Al-Murur.

Pemahaman pemilik toko mengenai batas garis sempadan jalan memainkan
peran penting dalam menciptakan keteraturan tata ruang, terutama di wilayah
perkotaan. Fenomena penggunaan tanah sempadan yang dilakukan oleh para
pemilik toko menjadi permasalahan untuk saat ini. Banyak pemilik toko yang
memanfaatkan tanah sempadan untuk kepentingan pribadi, padahal tanah
sempadan hanya diperuntukkan untuk kepentingan umum. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pemahaman pemilik toko tentang ketentuan batas
garis area sempadan, pemahaman pemilik toko tentang konsekuensi yang
diterima jika memanfaatkan area sempadan dan tinjauan konsep haq al-murur
dan PP No. 34 tahun 2006 dapat diimplementasikan terhadap pemahaman
pemilik toko tentang area sempadan jalan. Metode yang digunakan
menggunakan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui interview,
dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih
minimnya pemahaman dan pengetahuan dari para pemilik toko dalam mematuhi
aturan yang sudah ditetapkan, baik dari segi aturan hukum maupun dari nilai-
nilai Islam dalam konsep hag al murur, sehingga masih banyaknya terjadi
pelanggaran, seperti penggunaan area garis sempadan jalan dan garis sempadan
bangunan untuk pendirian berbagai bentuk bangunan seperti pemasangan
kanopi, kerangkeng, kios, rak jualan, teras, pagar dan material bangunan lainnya
yang telah merampas hak-hak pengguna jalan lainnya dan mengakibatkan
kemacetan yang disebabkan oleh penggunaan ruas jalan untuk parkir
dikarenakan area sempadan telah digunakan oleh pemilik toko untuk
kepentingan pribadi. Hal ini tentu telah melanggar hukum karena dapat
membahayakan keselamatan dan menimbulkan mudharat bagi pengguna jalan.
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TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia
No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin.
Huruf | Nama | Huruf | Nama Huruf | Nama | Huruf | Nama
Arab Latin Arab Latin
te
tidak tidak ., (dengan
| Alif | dilamba | dilamba L ta T y. ..
titik di
ngkan | ngkan
bawah)
zet
- (dengan
) 3’ Za Z
' Ba B s titik di
bawah)
koma
& Ta’ T Te ¢ ‘ain ¢ terbalik
(di atas)

viii




es
&) 4o, £ (dengan : Gain G Ge
Sa S | dtkdi | ©
atas)
Te < Fa’ F Ef

ha
(dengan
titik di
bawah)
¢ Kha’ Kh kah(;an & Kaf K Ka
3 Dal D De J Lam L FEl

Ki

G-
®)
oSl
—
e)

c Ha’ h

zet
(dengan N Mim M Em
titik di
atas)
5 R®’ R Er d Nun N En

g Zal 4

5 7Zai 7 Zet s Wau \" We

o Sin S Es ° Ha® H Ha

Ham Apostro
. es dan . y ¢ P

s Sywn Sy B ah ¢

es
(dengan
titik di
bawah)
de
(dengan
titik di
bawah)

Ya’ Y Ye

G

u= Dad d

2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal



Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I I
’ dammah U U

2) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
il fathah dan ya’ Ai adani
s fathah dan wau Au adanu
Contoh:
S -kataba dis  —sw’ila
S _kaifa J  -haula
J=2  fa‘ala oS3 -Zukira
CaY  —yazhabu
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
e’ fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya’
s kasrah dan ya’ 1 1 dan garis di atas




S dammah dan wau U u dan garis di atas

JB  _gala = -ramd
J8  qila Js&  -yaqilu
4. Ta’ marbitah
Transliterasi untuk ¢@ ‘marbiitah ada dua:
1) Ta’ marbiitah hidup
Ta’ marbiitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.
2) Ta’ marbiitah mati

Ta’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.
3) Kalau dengan kata vyang terakhir adalah ta’° marbutah itu
ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
JELNSY ) —raud ah al-atfal

oyl 13l _gl-Madinah al-Munawwarah
sl -talhah
1. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau fasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan

sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
g -rabbana J»  -nazzala
"l -al-birr =V -al-hajj

pas -nu’ ‘ima

Xi




2. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J) ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
qamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /// diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
daD) -ar-rajulu sxil  -gs-sayyidatu
O] -asy-syamsu 28 _al-galamu
all -al-badi‘u I -al-jalalu

3. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:
s G —ta” khuzina e 5l -an-nau’
s -syai'un ol -inna

&l umirtu By -akala
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4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:

WS SYEA RRIL -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin

-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
O el SR8 -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan
BAENI P -Ibrahim al-Khalil
-Ibrahimul Khalil
L Ly sl e alll Sy -Bismillahi majrahd wa mursah
il zea W) e all -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
ot ) & Uil (1 -Man istata ‘a ilahi sabila

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
e ¥ Xk &y -Wa ma Muhammadun illa rasul
os Bl i Ty ey (il ) -Inna awwala baitin wud i ‘a linndsi
A7) e Ay (ol -lallazt bibakkata mubarakkan

Ol 48 O3 o)) (la s jes  -Syahru  Ramadan — al-lazi  unzila  fih  al
Qur’anu
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-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur’anu
Ol (38 L 8T -Wa laqad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
-Wa laqad ra’ahu bil-ufuqil-mubini
Ol 1) 0y all Bl -Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin
-Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:
S8 g alll (st _Nasrun minallahi wa fathun qarib

Gaaa S _Lillghi al-amru jami ‘an
ple o 25 KA _Wallaha bikulli syai‘in ‘alim

6. Tajwid
Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.
3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Garis sempadan jalan merupakan jarak bebas minimum dari bidang
terluar suatu bangunan terhadap batas lahan yang di miliki, batas tepi jalan,
sungai, pantai, antar lahan bangunan lainnya, saluran air, jaringan listrik dan
jaringan pipa gas.! Ada batas tertentu antara bangunan pemilik toko dengan
jalan umum,bahwa pihak pemilik toko tidak boleh melanggar batas
sempadan jalan dengan cara memanfaatkan ruang jalan seperti tempat parkir,
berjualan dibadan jalan dan mendirikan bangunan tambahan di batas garis
sempadan jalan. Peristiwa ini sering kita jumpai dibanyak tempat keramaian
dan strategis dipinggir jalan yang sangat membahayakan keselamatan
pengguna jalan, padahal konsep haq al murur sangat menekankan akan
kepentingan dan keselamatan pengguna jalan yang melewati jalan tersebut.

Jalan diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2004 tentang Jalan yang disebutkan bahwa jalan adalah suatu
prasarana transportasi yang meliputi sebagian jalan termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang
berada di atas permukaan tanah atau air, dibawah permukaan tanah atau air,
kecuali jalan kereta api, jalan lori dan kabel.?

Jalan juga terdapat didalam PP Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan lebih lanjut terhadap Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dalam menyelenggarakan jalan
yang meliputi jalan khusus dan jalan umum, termasuk jalan tol kecuali yang

telah diatur didalam peraturan perundang undangan sendiri. Menurut PP

! Pasal 1 ayat (8) Perwal Kota Banda Aceh No 44 Tahun 2010 tentang Struktur
Teknis Penataan Bangunan Gedung.

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal
1, Ayat 4.



Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan juga disebutkan tentang bagian bagian
yang diberi nama Ruang manfaat jalan (Rumaja), Ruang milik jalan
(Rumija), dan Ruang pengawasan jalan (Ruwasja).

Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) merupakan suatu tempat yang
dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, yang terdiri dari badan jalan,
saluran pinggir jalan, serta ambang pengamannya. Badan jalan juga
dilengkapi dengan ruang bebas. Dimana ruang bebas ini dibatasi oleh lebar,
tinggi dan kedalaman tertentu. Lebar ruang bebas ini sama dengan lebar
badan jalan, sedangkan tinggi dan kedalaman ruang ditentukan oleh
pelaksana pembangunan jalan berdasarkan pedoman peraturan menteri
terkait. Tinggi ruang bebas untuk jalan arteri dan kolektor paling rendah 5
meter. Kedalaman ruangnya paling rendah 1,5 meter dari permukaan jalan.

Ruang milik jalan (Rumija) adalah suatu ruang yang terdapat diluar
ruang manfaat jalan (rumaja) dan dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan
yang ditujukan untuk keamanan pengguna jalan serta untuk pemanfaatan
pelebaran ruang manfaat jalan kedepannya.

Ruang pengawasan jalan merupakan suatu ruang yang terdapat diluar
ruang milik jalan (rumija) yang pemanfaatannya diawasi oleh pelaksana
pembangunan jalan agar tidak terjadihal hal yang tidak diinginkan bagi
pengendara motor serta tidak mengganggu fungsi dasar jalan. Lebar ruang
pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan. Pada kawasan padat
aktivitas warga seperti dipusat kota atau pusat perdagangan, garis sempadan
jalan dengan bangunan adalah 2 meter karena terbatasnya luas lahan,
sehingga tempat parkir diarahkan pada lantai dasar bangunan atau basement.3

Menurut data dari Dinas PU Kota Banda Aceh, jalan raya dikawasan
Kecamatan Syiah Kuala merupakan jalan provinsi yang memiliki lebar

rumija 26 m, dengan luas garis sempadan bangunan yang dihitung dari luar

3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.



bibir got terluar adalah 10 m, mulai berlaku sejak 2019 untuk bangunan baru
yang tertuang dalam Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda
Aceh. Garis sempadan bangunan atau GSB adalah batas bangunan yang
diperbolehkan untuk membangun toko atau rumah.*

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh
2009-2029 mengenai klasifikasi besaran garis sempadan jalan dengan
bangunan dapat dilihat diantaranya, Jalan Arteri Primer minimum 12 m,
Jalan Arteri Sekunder minimum 10 m, Jalan Kolektor minimum 6 m, Jalan
Lokal/Lingkungan minimum 4 m, Jalan Setapak, Lorong Keluarga dan Gang
Buntu minimum 2 m.>

Untuk lebih jelasnya tentang struktur dan bagian jalan, berikut ini
penulis gambarkan detailnya, yaitu:

Gambar 1.1

Bagian-bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut:

?

|:] = Ruang manfaat jalan (Rumaja) V7 - Ruang pengawasan jalan (Ruwasja)
= Ruang milik jalan (Rumija) = Bangunan

a = jalur lalu lintas d = ambang pengaman
b = bahu jalan % = b+a+b = badan jalan
¢ = saluran tepi

4 Hasil wawancara dengan Mardansyah, Kabid Tata Ruang Dinas PU Kota Banda
Aceh pada 26 November 2023, di Kantor Dinas PUPR, Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya,
Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

3 https://bappeda.bandaacehkota.go.id
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Sumber DPUPKP Kulon Progo.

Terkait dengan kelayakan jalan, pihak terkait harus selalu melakukan
pengawasan terhadap kondisi jalan serta memperbaiki jalan yang sudah
rusak agar tidak terjadinya kecelakaan serta memberikan keamanan dan
kenyamanan kepada pengguna jalan dalam menggunakan fasilitas umum.

Selain pengawasan terhadap kondisi jalanan, pihak berwenang seperti
Satpol PP dan Dinas PU Kota Banda Aceh juga harus melakukan
pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran ketertiban pengguna jalan
seperti batas garis sempadan jalan yang digunakan masyarakat setempat
sebagai tempat parkir yang menimbulkan kemacetan serta menimbulkan
rasa tidak aman bagi keselamatan pengendara motor dan mobil maupun
pejalan kaki melewati tempat tersebut, juga adanya pemilik toko yang
mendirikan bangunan tambahan pada batas garis sempadan jalan yang
tentunya sangat mengganggu pengguna jalan.

Perlu adanya sosialiasi dan edukasi terhadap pemilik toko yang
menggunakan sempadan jalan di depan untuk pendirian bangunan tambahan
yang tentunya sangat mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengguna
jalan, menimbulkan kemacetan serta berdampak negatif terhadap kelancaran
arus lalu lintas serta merusak keindahan tata kota dikawasan Kecamatan
Syiah Kuala.

Pemerintah Kota Banda Aceh dan pihak terkait harus melakukan
koordinasi dan membuat aturan konkrit yang mengatur tentang penggunaan
sempadan jalan umum dan memberikan pemahaman terhadap pemilik toko
yang menggunakan batas garis sempadan jalan untuk kepentingan pribadi
dengan memanfaatkan fasilitas umum sebagai tempat parkir dan pendirian
bangunan tambahan yang bisa menimbulkan kekhawatiran masyarakat

khususnya Kecamatan Syiah Kuala dalam menggunakan jalan terhadap

6 https://info publik.id pada tanggal 18 Januari 2024.



keselamatan ketika berkendara maupun berjalan kaki, maka dari itu pemilik
toko juga harus memiliki kesadaran dan empati akan pentingnya menghargai
hak orang lain dalam menggunakan jalan.

Konsep penggunaan jalan telah diatur dalam Islam untuk kepentingan
dan kemaslahatan umat. Setiap orang berhak atas penggunaan jalan,
sekalipun jalan itu merupakan bagian dari tanah orang lain. Penggunaan
sempadan jalan dalam islam telah diatur dalam konsep haq al-murur yaitu
hak bagi seseorang untuk menggunakan jalan baik itu jalan umum maupun
khusus untuk dilewati meskipun itu adalah lahan atau tanah milik orang
lain.”

Setiap jalan umum berhak untuk dilalui oleh siapapun, berjualan dan
memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan itu dengan syarat tidak
mengganggu ketertiban dan keselamatan pengguna jalan lain dan adanya izin
dari pemerintah yang berwenang, tetapi apabila tindakan orang yang
berjualan dan memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan itu bisa
menimbulkan terganggunya pengguna jalan yang lain dan menimbulkan
dampak negatif terhadap arus lalu lintas seperti kemacetan dan badan ruas
jalan menjadi sempit, maka tindakan orang itu harus dilarang dan ditertibkan
oleh pihak yang berwenang.?

Setiap orang berhak untuk melalui dan menggunakan jalan umum
tanpa harus ada izin dari orang lain dengan syarat tidak membahayakan dan
merugikan pihak lain, seperti pendirian bangunan tambahan seperti tempat
parkir, kios, kanopi yang melewati batas lahan toko yang berbatasan dengan
garis sempadan jalan yang bisa menutupi badan jalan dan mempersempit

badan ruas jalan akibat penambahan tersebut dapat membahayakan

7 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 86.
8 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), him. 21.



keselamatan orang lain, mengganggu pengguna jalan dan menimbulkan
konflik kepentingan masyarakat tertentu terhadap fasilitas umum.’

Akan tetapi jika tidak merugikan orang lain, menurut Abu Hanifah
harus mendapatkan izin dari pemerintah dalam memanfaatkan sempadan
jalan dan bangunan dalam berbagai keperluan, seperti mendirikan bangunan
dalam bentuk apapun dan meletakkan barang pada area GSB di depan toko.!°
Apabila tidak mendapatkan izin, maka pihak berwenang atau masyarakat
dapat menertibkan dan membongkar bangunan tersebut.!!

Para ulama menyatakan pendapat mereka tentang kasus ini,
diantaranya ialah Ulama Syafi’iyah, Hanabilah, Imam Abu Yusuf, dan Imam
Muhammad Ibn Al Hasan As Syaibani yang mengemukakan bahwa dalam
hal penertiban dan pembongkaran dalam kasus ini tidak diharuskan meminta
izin dari pemerintah daerah setempat.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika pemanfaatan lahan yang
dilakukan oleh pemilik toko tidak boleh bersifat memiliki seutuhnya, seperti
mendirikan bangunan tambahan yang bersifat permanen. Berbeda halnya
dengan parkir kendaraan yang bersifat sementara tetapi tetap harus
mendapatkan izin dari pemerintah agar tidak mengganggu pengguna jalan,
tidak menyempitkan badan ruas jalan dan tidak menggangu arus lalu lintas.!?

Sedangkan jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dimiliki
oleh orang atau sekelompok orang untuk keperluan sekelompok orang itu
tersebut, dalam hal pemanfaatan jalan seperti membangun kios atau
bangunan lain, tempat parkir ataupun berjualan diatas atas jalan khusus ini
harus memiliki izin dari sekelompok orang tersebut, kecuali untuk dilewati

orang lain. Semua orang berhak untuk melewati jalan, baik itu jalan umum

9 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat ...., hlm. 88.
10 Nasrun Haroen, Figh Muamalah ..., him. 21.
' Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat ..., him. 88.
12 Nasrun Haroen, Figh Muamalah ..., hlm. 21.



maupun jalan khusus, sehingga pemilik jalan khusus tidak boleh melarang
atau menutup jalan tersebut, ini sesuai dengan konsep hagq al-murur, yaitu
hak bagi seseorang untuk menggunakan jalan baik itu jalan umum maupun
khusus untuk dilewati meskipun itu adalah lahan atau tanah milik orang
lain.'3

Harta yang dimiliki oleh negara yang berupa tanah tersebut harus
dirasakan manfaatnya oleh rakyat yang telah diatur di dalam Undang-
Undang, dan masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya tidak boleh
sewenang wenang atas hak orang lain, menganggap tanah milik negara milik
pribadi dan melarang orang lain untuk merasakan manfaat atas tanah negara
tersebut.

Terkait dengan penggunaan sempadan jalan yang telah dibahas, salah
satu tempat yang memanfaatkan sempadan jalan untuk dimanfaatkan sebagai
tempat untuk meletakkan barang dan mendirikan bangunan lainnya pada area
garis sempadan bangunan dapat ditemui di kawasan Kecamatan Syiah Kuala,
Kota Banda Aceh. Kawasan Kecamatan Syiah Kuala adalah kawasan
strategis dan banyak dilalui oleh kendaraan bermotor maupun pejalan kaki
khususnya mahasiswa dan masyarakat sekitar dalam beraktivitas.

Perlu adanya kesadaran dan pemahaman pihak pemilik toko akan
bahayanya pemanfaatan sempadan jalan ini demi keamanan dan keselamatan
bagi masyarakat yang melintasi kawasan ini. Pihak pemilik toko tidak bisa
semena mena akan pendirian bangunan lain pada batas lahan toko dengan
garis sempadan jalan, karena sudah ada aturan yang mengatur yaitu pada
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
yang menyatakan bahwa ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

kota berisikan ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan,

13 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat ..., him. 89.



ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi yang harus diketahui
dan dipatuhi oleh pemilik toko.

Sesuai dengan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang, pihak berwenang mempunyai wewenang
untuk mengecek langsung di lapangan apabila terdapat pendirian bangunan
tambahan ini, apabila pemilik toko dinyatakan melanggar batas garis
sempadan jalan ini tanpa izin dari pemerintah Kota Banda Aceh, masyarakat
punya hak melaporkan kepada pihak yang berwenang yang akan melakukan
sosialiasi, pengawasan, teguran, maupun pembongkaran dan penertiban
bangunan tersebut.!'4

Pemanfaatan sempadan jalan untuk pendirian bangunan bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat 1 tentang
Bangunan Gedung, yang menyatakan bahwa persyaratan jarak bebas
bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun dibawah
permukaan tanah harus mempertimbangkan jarak as jalan, tepi sungai, tepi
pantai, jalan kereta api dan atau jaringan tegangan tinggi.'>

Setiap pendirian bangunan terlebih dahulu harus mendapatkan izin
mendirikan bangunan atau IMB. Hal ini diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 7 Ayat 1 tentang Persyaratan Bangunan
Gedung. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif
dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.!® Setiap
pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut dapat dikenakan hukuman

berupa sanksi administratif dan atau sanksi pidana.

14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, Pasal 26 Ayat 1.

15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung, Pasal 13 Ayat 1.

16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Persyaratan
Bangunan Gedung, Pasal 7 Ayat 1.



Perbuatan tersebut selain bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Bangunan Gedung juga
bertentangan dengan Peraturaan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 35
yang menyatakan badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas
dan angkutan jalan dan tidak boleh didirikan usaha.!’

Pihak terkait harus gencar melakukan monitoring dan sosialisasi
terhadap setiap pemilik toko yang menggunakan sempadan jalan untuk
tempat peletakan barang dagangan maupun mendirikan berbagai bentuk
bagunan karena bisa mengganggu aktifitas warga juga resiko akan
keselamatan pengendara motor. Pemerintah harus hadir di tengah
permasalahan ini, karena ini menyangkut akan keselamatan setiap warga
yang melintas dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor
akibat terjadinya penyempitan jalan akibat penggunaan sempadan jalan yang
melewati batas lahan toko.

Maka dalam hal inilah pemerintah setempat harus mampu
meluruskan kembali akan fungsi dasar jalan, karena pada dasarnya jalan
dibangun untuk lalu lintas pengguna kendaraan sesuai dengan PP No. 34
Tahun 2006 tentang Jalan serta memperhatikan hak-hak pengguna jalan
dalam konsep haq al-murur.

Pergerakan aktifitas masyarakat yang sangat ramai untuk berbelanja
kebutuhan sehari hari dan berbarengan dengan kendaraan yang menurunkan
barang bawaan yang mengantri di jalan sehingga menyebabkan terjadinya
kemacetan arus lalu lintas, sebagai pemilik toko melihat hal ini suatu
fenomena yang biasa terjadi dikarenakan ruang yang tidak dikelola dengan
baik oleh pemerintah didalam mengawasi para pemilik toko dan pemilik

usaha yang menggunakan badan jalan untuk mendirikan bangunan tambahan

17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung, Pasal 13 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 35.



10

atau lapak jualan kaki lima yang banyak ditemui di beberapa kawasan yang
ada di Kecamatan Syiah Kuala, diantaranya Kopelma Darussalam, Pasar
Rukoh, Jeulingke dan Lamgugob sehingga menyebabkan maraknya
kendaraan yang parkir dibahu jalan, hal ini dapat menyebabkan
kesemrawutan jalur perlintasan baik untuk roda dua maupun roda empat,
karena penggunaan badan jalan untuk parkir sudah sangat parah karena
kadangkala pihak juru parkir memarkir kendaraan roda dua sampai dua jajar
sehingga menyebabkan ruas perlintasan kendaraan semakin sempit.

Hal senada juga disampaikan oleh pemilik usaha sekaligus penyewa
toko Mutiara Kado di kawasan Pasar Rukoh yang bernama Syahrul
Ramadhan, menyatakan bahwa penggunaan garis sempadan jalan dan garis
sempadan bangunan untuk kepentingan pemilik/penyewa toko jelas telah
melanggar aturan karena mengambil hak orang lain dan sangat
membahayakan pengguna jalan baik pengendara motor dan mobil maupun
pejalan kaki yang sangat padat pada jam tertentu, dikarenakan toko yang
disewa oleh pemilik usaha berada di area pasar yang di sekeliling dan
sekitaran tokonya terdapat aktivitas pengunjung yang sangat ramai,
ditambah adanya pedagang kaki lima serta kios kios kecil yang dibangun
diarea garis sempadan bangunan (GSB) dengan menjual berbagai dagangan
sehingga aktivitas menjadi sangat padat dan bahkan menjadikan kawasan
Pasar Rukoh sebagai langganan macet yang disebabkan oleh lalu lintas
yang sangat ramai oleh pejalan kaki, pengendara roda dua maupun roda
empat, serta mobil barang yang antri untuk menurunkan barang pemilik
toko yang berada di area Pasar Rukoh.'®

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan lahan jalan untuk

berbagai hal seperti pendirian lapak dan rak jualan, pembangunan

18 Hasil wawancara dengan Syahrul Ramadhan, seorang penyewa toko Mutiara
Kado di JI. Utama Rukoh, Rukoh, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 24 November 2024.
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kerangkeng tempat barang oleh sebagian pemilik toko serta pendirian
bangunan lainnya seperti kanopi dan teras yang berbatasan langsung dengan
jalan sangat marak terjadi dan mudah ditemui diberbagai tempat di wilayah
Kecamatan Syiah Kuala.

Akan tetapi hal tersebut tetap menyalahi aturan yang tertera dalam PP
No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Walikota Banda Aceh No. 44
Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung di Wilayah
Kota Banda Aceh dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029
yang menyatakan bahwa area garis sempadan bangunan tidak boleh
dibangun bangunan apapun, karena garis sempadan bangunan difungsikan
untuk keamanan bagi pemilik toko dan pengguna jalan, meminimalisir resiko
kecelakaan lalu lintas, menjaga keindahan tata ruang kota dan
mempertimbangkan berbagai aspek kedepan terakit dengan perencanaan
pelebaran jalan, revitalisasi atau pembangunan taman baru dan pelebaran
trotoar untuk pejalan kaki.

Hal senada disampaikan oleh Asyraf Rizki, salah seorang mahasiswa
di Fakultas Syari’ah dan Hukum, juga sebagai pengguna jalan menyatakan
bahwa penggunaan badan jalan di kawasan Kecamatan Syiah Kuala sudah
sangat meresahkan pengguna jalan terutama mahasiswa yang sangat
membutuhkan jalan yang luas terutama pada saat-saat pagi, jalan di kawasan
tersebut sangat padat, namun pihak pemilik toko malah memanfaatkan area
sempadan jalan untuk dijadikan lahan parkir kendaraan, mendirikan kios-
kios dagangnya, mendirikan kanopi dan teras yang berbatas langsung dengan
jalan yang sangat membahayakan keselamatan dan keamanan pengguna
jalan, hal seperti ini banyak kita lihat dan jumpai seperti di Jalan Utama
Rukoh, Gampong Rukoh, Jalan Teuku Lamgugob, Gampong Lamgugob dan

sekitaran Tugu Pena Simpang Mesra, Gampong Jeulingke yang masuk di
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dalam kawasan Kecamatan Syiah Kuala. Hal tersebut diperlukan
pengawasan tegas dari pihak yang berwenang dibawah koordinasi Pemda
Kota Banda Aceh."

Penulis juga mewawancarai salah seorang warga bernama Muklis
yang menggunakan fasilitas jalan untuk beraktivitas sehari hari dikawasan
Gampong Rukoh tentang permasalahan yang penulis teliti ini, tanggapan
yang disampaikan bahwa, kesemrawutan lalu lintas di beberapa kawasan
strategis di Banda Aceh disebabkan lemahnya pengawasan dari Dinas
Perhubungan dan Satpol PP tentang pengawasan dan pengaturan ruas jalan,
akibatnya pemilik toko dengan gampang mendirikan bangunan semi
permanen untuk kepentingan bisnisnya seperti mendirikan kios, rak makanan
dan minuman dan berbagai fasilitas bisnisnya.?’

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis menganggap penting
peramasalahan ini dan akan diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan
judul “Pemahaman Pemilik Toko Tentang Batas Garis Sempadan Jalan
Dengan Lahan Toko Dan Urgensinya Menurut Haq Al Murur Dan PP
No. 34 Tahun 2006 (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)”.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemilik toko dan
masyarakat dapat memahami tentang batas garis sempadan jalan terhadap
lahan toko dengan mamatuhi peraturan yang ada yaitu PP No. 34 Tahun
2006 Tentang Jalan serta menghargai dan memperhatikan hak hak orang lain
dalam penggunaan jalan sebagai fasilitas umum yang dibangun oleh negara

untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat dalam konsep Haq Al Murur.

19 Hasil wawancara dengan Asyraf Rizki, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan
Hukum, UIN Ar-Raniry, pada tanggal 21 November 2023, di Darussalam, Kecamatan Syiah
Kuala, Banda Aceh.

20 Hasil wawancara dengan Muklis, seorang warga yang tinggal di kawasan
Gampong Rukoh, pada tanggal 22 November 2023, di Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala,
Banda Aceh.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman pemilik toko di wilayah Kecamatan Syiah Kuala
tentang ketentuan batas garis sempadan jalan?

2. Bagaimana pemahaman pemilik toko tentang konsekuensi yang diterima
terhadap pemanfaatan sempadan jalan di wilayah Kecamatan Syiah
Kuala?

3. Bagaimana tinjauan konsep Haq Al-Murur dan PP No.34 Tahun 2006
dapat diimplementasikan terhadap urgensi pemahaman pemilik toko

didalam pemanfaatan area sempadan jalan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman pemilik toko diwilayah Kecamatan Syiah
Kuala tentang ketentuan batas garis sempadan jalan.

2. Untuk mengetahui pemahaman pemilik toko tentang konsekuensi yang
diterima pihak pemilik toko terhadap pemanfaatan sempadan jalan
diwilayah Kecamatan Syiah Kuala.

3. Untuk mengetahui tinjauan konsep Hag Al Murur dan PP No. 34 Tahun
2006 yang dapat diimplementasikan terhadap urgensi pemahaman pemilik

toko terhadap pemanfaatan area sempadan jalan.

D. Penjelasan Istilah

1. Pemahaman
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Menurut KBBI, pemahaman berasal dari kata paham, sedangkan
pemahaman merupakan kemampuan pengetahuanseseorang dalam suatu
hal 2!

Pemahaman yang penulis maksudkan disini adalah kemampuan
pengetahuan terhadap hal yang diketahui atau dimengerti pemilik toko
terhadap suatu hal yang berkaitan dengan tokonya.

Dalam penelitian ini kata pemahaman pemilik toko yang penulis
maksud adalah pemahaman yang dimiliki oleh pemilik toko terhadap batas

garis sempadan jalan dengan lahan toko yang dimilikinya.

2. Sempadan Jalan

Menurut KBBI, sempadan jalan berasal dari dua kata, yakni
sempadan dan jalan. Sempadan merupakan batas (wilayah, tanah ataupun
jalan, dsb) yang dapat juga dimaknai dengan tanda batas seperti plang atau
garis.’> Sedangkan jalan merupakan ruang yang dilewati oleh pengguna
jalan, baik itu pejalan kaki maupun kendaraan bermotor untuk berlalu lintas
atau suatu perlintasan yang digunakan untuk beraktivitas.??

Kata sempadan jalan yang penulis maksud disini adalah batas

wilayah, tanah ataupun lahan pemilik toko dengan garis sempadan jalan.

3. Lahan

Menurut KBBI Edisi 2 lahan merupakan tanah terbuka atau tanah
garapan. Tanah dapat diartikan sebagai permukaan atau lapisan bumi yang
paling atas atau terluar. Lahan merupakan salah satu komponen dari bentang

alam yang mencakup definisi lingkungan fisik termasuk iklim, topografi,

21 KBBI Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paham
22 KBBI Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sempadan
23 KBBI Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jalan


https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paham
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sempadan
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jalan
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hidrologi serta tumbuhan didalamnya dan sampai pada batasan tertentu
lingkungan fisik tersebut akan mempengaruhi kapasitas penggunaan lahan.?*

Kata lahan yang penulis maksud disini yaitu tanah yang dimiliki oleh
pemilik toko yang berbatasan dengan tanah yang dimiliki oleh pemerintah

berupa jalan.

4. Urgensi

Menurut KBBI, urgensi merupakan suatu hal mendesak dan bersifat
sangat penting. Urgensi memiliki makna lain yaitu urgent yang berarti
kondisi yang sangat mendesak dan memerlukan suatu tindakan yang harus
dilakukan segera.?

Kata urgensi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah
urgensi terhadap pendirian bangunan tambahan pada batas lahan dengan

sempadan jalan.

5. Haq Al-Murur

Pada prinsipnya haq al-murur dapat diartikan bahwa pemilik tanah
tidak boleh melarang atau menyulitkan bagi orang lain untuk mencapai
tujuannya dengan melewati jalan atau tanah si pemilik tanah, apalagi
menutup ataupun melarang. Atau secara umum bisa dipaparkan bahwa
pengertian haq al-murur yaitu melewati atau menggunakan jalan, atau
dengan kata lain haq al- murur ialah hak guna atas jalan.

Menurut Muhammad Yusuf Musa, haq al-murur merupakan suatu
hak untuk sampai kepada hak miliknya dengan melewati hak milik orang

baik itu rumah, tanah, jalan umum maupun jalan khusus.?®

24 KBBI Online Edisi 2, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lahan
23 KBBI Online, https:/kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi
26 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah ..., hlm. 88.


https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lahan
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi
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E. Kajian Pustaka

Berikut penulis paparkan penelitian yang terdahulu yang secara tidak
langsung berkaitan dengan penelitian penulis, tetapi penulis tidak
menemukan secara khusus yang mengkaji tentang ‘“Pemahaman Pemilik
Toko Tentang Batas Garis Sempadan Jalan Pada Lahan Toko Dan
Urgensinya Menurut Haq Al-Murur dan PP No. 34 Tahun 2006 (Suatu
Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)”.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Wahyu Juanda, Mahasiswa Prodi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas UIN Ar-
Raniry Banda Aceh Tahun 2020, yang membahas tentang “Analisis
kebijakan pemerintah terhadap penggunaan sempadan jalan diwilayah
Gunung Gerutee dalam perspektif Hag Al-Murur” >’ Didalam penelitiannya
mengemukakan tentang pengaruh penggunaan sempadan jalan yang
dimanfaatkan pedagang untuk membangun warung dipinggiran jalan serta
memanfaatkan sempadan jalan sebagai tempat parkir bagi wisatawan.
Wahyu Juanda juga membahas tentang upaya yang telah dilakukan oleh
pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap
penggunaan sempadan jalan yang mengakibatkan penyempitan badan jalan
yang dapat mengganggu arus lalu lintas dengan penyediaan rambu rambu
lalu lintas dikawasan Gunung Gerutee yang ditinjau dari konsep haq al
murur.

Terdapat perbedaan penelitian antara penulis dengan Wahyu Juanda,
jika Wahyu Juanda membahas tentang pengaruh penggunaan sempadan jalan
terhadap arus lalu lintas di kawasan Gunung Gerutee serta upaya dan
kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

dalam menjaga keselamatan pengendara dengan penyediaan dan pemasangan

27 Wahyu Juanda, “Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan
Sempadan Jalan Diwilayah Gunung Gerutee Dalam Perspektif Haq Al Murur”, Skripsi
(Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum), 2020.
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rambu rambu lalu lintas dikawasan Gunung Gerutee yang ditinjau dari
konsep haq al-murur.

Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pemahaman pemilik
toko terhadap batas garis sempadan jalan terhadap lahan toko dan urgensi
untuk haq al-murur, penulis lebih menekankan tentang pemahaman pemilik
toko terhadap batas garis sempadan jalan dengan lahan toko dan pendirian
bangunan tambahan yang dibangun oleh pemilik toko dengan pemanfaatan
sempadan jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan hak
guna jalan untuk pejalan kaki dan pengendara, pemilik toko juga
memanfaatkan sempadan jalan sebagai tempat parkir yang mana fenomena
ini sangat mudah dijumpai terkhusus di kawasan Gampong rukoh,
Lamgugob, Jeulingke dan Darussalam di Kecamatan Syiah Kuala seperti
yang kita ketahui jarak antara ambang pengaman, ruang milik jalan (rumija),
dan ruang pengawasan jalan (ruwasja) dikawasan Kecamatan Syiah Kuala
ini sangat dekat sehingga dapat menyebabkan penyempitan ruas jalan yang
dapat menimbulkan kemacetan serta terganggunya arus lalu lintas dan sangat
membahayakan akan keselamatan pengguna jalan.

Terdapat perbedaan lain antara penelitian penulis dengan Wahyu
Juanda yaitu pada tempat penelitian, jika Wahyu Juanda melakukan
penelitian di Dishub Kota Banda Aceh dengan objek kawasan Gunung
Gerutee, sedangkan penulis melakukan penelitian dibeberapa toko yang
berada di kawasan Kecamatan Syiah Kuala.

Kedua, skripsi yang dibuat oleh Dara Faunna, Mahasiswi Prodi
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas UIN
Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020, dengan judul “Penggunaan ruang

sempadan badan jalan diwilayah Gunung Gerutee sebagai lokasi usaha
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dalam perspektif Milk Al-Daulah”.?® Didalam penelitiannya, Dara Faunna
membahas tentang bentuk bentuk penggunaan badan sempadan jalan untuk
pendirian usaha atau jambo, lahan parki serta wc umum secara semi
permanendikawasan Gunung Gerutee dalam perspektif Milk Al-Daulah.

Dalam pembahasannya Dara Faunna melakukan penelitian
menggunakan konsep Milk Al-daulah dan Undang Undang Nomor 28 Tahun
2002 Pasal 13 tentang Bangunan Gedung yang dapat menggangu
kenyamanan dan keselamatan pengendara karena kondisi jalan yang sempit
dan berkelok dengan adanya pendirian lokasi usaha dan sebagainya, dan ini
termasuk kedalam perbuatan yang salah dan dinyatakan melanggar hukum.

Perbedaan penelitian Dara Faunna dengan penulis terdapat pada
konsep dan tempat penelitian, jika Dara Faunna menggunakan konsep Milk
Al-Daulah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 13 tentang
Bangunan Gedung dalam penggunaan badan sempadan jalan untuk pendirian
usaha atau jambo, wc umum serta lahan parkir demi kelancaran lalu lintas
dengan kondisi jalan yang sempit dan berkelok di kawasan Gunung Gerutee,
maka penulis menggunakan konsep hag al-murur dan PP No. 34 Tahun 2006
tentang Jalan atas urgensi pemanfaatan batas garis sempadan jalan oleh
pemilik toko untuk pendirian bangunan tambahan seperti kios, tempat parkir
dan lainnya.

Ketiga, skripsi yang dibuat oleh Miswar Mahasiswa Prodi Hukum
Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas UIN Ar-
Raniry Banda Aceh Tahun 2019 dengan judul “Pengenaan biaya masuk
pada penggunaan jalan digampong putu ditinjau menurut konsep Haq Al-

Murur”?° Didalam penelitiannya Miswar membahas tentang penetapan

28 Dara Faunna, “Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan Diwilayah Gunung
Gerutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah”, Skripsi (Banda Aceh:
Fakultas Syari’ah dan Hukum), 2020.
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pengenaan biaya masuk terhadap penggunaan jalan untuk akses pekerjaan
oleh pekerja dan kebijakan pihak gampong putu terhadap sistem pengenaan
biaya yang ditetapkan untuk pengguna jalan serta analisis pengenaan biaya
masuk bagi pengguna jalan yang ditinjau dengan konsep haq al-murur.
Berdasarkan hasil penelitian yaitu didapat beberapa fakta dilapangan
diantaranya bahwa masyrakat gampong putu membangun sebuah jalan
masuk ke area perkebunan dengan menggunakan anggaran dana desa dan
jalan tersebut diakses oleh pekerja untuk transportasi barang hasil alam.

Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Miswar dengan
penulis, jika Miswar melakukan penelitian tentang penetapan pengenaan
biaya masuk terhadap penggunaan jalan sebagai akses pekerjaan oleh pekerja
dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pihak Gampong Putu Kecamatan
Jaya Kabupaten Aceh Jaya terhadap sistem pengenaan biaya terhadap
pengguna jalan dengan konsep haq al-murur, sedangkan penulis melakukan
penelitian terhadap batas garis dan pemanfaatan sempadan jalan untuk
pembangunan kios atau bangunan tambahan serta tempat parkir yang dapat
menganggu ketertiban arus lalu lintas dan keselamatan pengendara yang
sedang melintas dan ditinjau dari konsep haq al-murur.

Terdapat perbedaan lain yaitu pada tempat penelitian dan objek yang
diteliti, jika Miswar melakukan penelitian di Gampong Putu Kecamatan Jaya
Kabupaten Aceh Jaya, maka penulis melakukan penelitian dibeberapa toko
yang berada di kawasan Kecamatan Syiah Kuala, perbedaan lainnya yaitu
terletak pada objek yang diteliti, Miswar meneliti tentang penetapan
pengenaan biaya yang diterapkan oleh pihak gampong putu terhadap para
pengendara jalan yang menggunakan jalan sebagai akses masuk dan keluar

terhadap tempat kerja para pekerja yang ada di gampong putu tersebut,

2 Miswar, “Pengenaan Biaya Masuk Pada Penggunaan Jalan Digampong Putu
Ditinjau Menurut Konsep Haq Al-Murur”, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan
Hukum), 2019.
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sedangkan penulis meneliti tentang pemahaman pemilik toko terhadap batas
garis sempadan jalan pada lahan toko dan urgensinya dalam pendirian
bangunan tambahan menurut konsep hagq al-murur dan PP No. 34 Tahun
2006 tentang Jalan.

Keempat, skripsi yang dibuat oleh Ridha Ferizal Woodya Mahasiswa
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022 dengan judul “Penggunaan badan
jalan untuk kepentingan personal dikalangan masyarakat kecamatan ulee
kareng dalam perspektif milk al daulah (studi tentang penggunaan jalan
untuk walimah” .30

Didalam penelitiannya Ridha membahas tentang permasalahan
hukum yang harus dikaji secara akademis dengan permasalahan tentang
bagaimana ketentuan penggunaan jalan dan klasifikasinya untuk kepentingan
walimah diwilayah Kecamatan Ulee Kareng serta upaya pengawasan
terhadap penggunaan dan pemanfaatan badan jalan yang dilakukan
masyarakat untuk kepentingan walimah dalam perpsektif milk al-daulah.

Hasil penelitian yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh
Ridha ini yaitu sebagian masyarakat menggunakan jalan dan mendirikan
tenda diatas badan jalan diwilayah Kecamatan Ulee Kareng untuk
kepentingan diluar ketentuan yuridis, seperti untuk penyelenggaraan acara
walimah. Penggunaan badan jalan ini umumnya telah diberitahukan kepada
pihak gampong dan telah memperoleh izin secara non formal, sehingga
dalam pelaksanaannya pihak gampong turut mengawasi pelaksanaan
kegiatan tersebut supaya tidak membahayakan bagi pengendara dengan

melakukan pengalihan jalan. Ditinjau dari konsep milk al-daulah tindakan

30 Ridha Ferizal Woodya, “Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal
Dikalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al Daulah (Studi
Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah”, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan
Hukum), 2022.
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tersebut bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah.

Hal ini sangat berbeda dengan permasalahan penelitian penulis,
dimana penulis membahas tentang pemanfaatan sempadan jalan oleh pemilik
toko terhadap urgensi dan konsekuensi pemilik tokountuk pendirian
bangunan tambahan dan juga sebagai tempat parkir, sedangkan Ridha
membahas tentang pemanfaatan jalan untuk mendirikan tenda dalam hal
kepentingan penyelenggaraan walimah atau acara pernikahan.

Kelima, skripsi yang dibuat oleh Jannuar Mulya Mahasiswa Prodi
Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas UIN
Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 dengan judul “Penggunaan badan jalan
sebagai terminal oleh pengusaha bus dalam perspektif Haq Al-Murur dan
PM no. 132 tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal dan angkutan
jalan”3' Didalam penelitiannya Jannuar membahas tentang bagaimana
dampak yang diakibatkan oleh pengusaha bus yang memanfaatkan badan
jalan sebagai terminal, bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam
dalam penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus yang menggunakan
badan jalan dalam konsep haq al-murur. Dalam hasil penelitiannya
didapatkan fakta oleh Jannuar diantaranya para pengusaha bus yang
memanfaatkan badan jalan sebagai terminal akan berdampak pada
kelancaran arus lalu lintas dan juga terminal itu sendiri. Tindakan
penggunaan jalan sebagai terminal untuk naik turunnya penumpang pada
badan jalan tepatnya di Kabupaen Pidie bertentangan dengan hukum islam
dalam perspektif haq al-murur dan juga hukum positif yang berlaku

diindonesia.

31 Jannuar Mulya, ”Penggunaan Badan Jalan Sebagai Terminal Oleh Pengusaha
Bus Dalam Perspektif Haq Al-Murur Dan PM No. 132 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Terminal Dan Angkutan Jalan”, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah
dan Hukum), 2020.
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Penelitian yang dilakukan oleh Jannuar berbeda dengan objek
permaslahan terhadap penelitian penulis, dimana Jannuar meneliti tentang
penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus sebagai terminal dalam
proses naik turunnya penumpang, hal ini sangat mengganggu kelancaran lalu
lintas dan bertentangan dengan konsep haq al-murur.

Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pemanfaatan
sempadan jalan untuk pendirian bangunan tambahan, tempat parkir dan
sebagainya untuk kepentingan pemilik toko yang sangat membahayakan
pengendara lainnya dalam melintasi jalan tersebut, dan juga mengganggu
aktivitas pengguna jalan lainnya seperti pejalan kaki.

Juga terdapat perbedaan lainnya antara penulis dengan Jannuar yaitu
terletak pada tempat penelitian, jika Jannuar melakukan penelitian pada salah
satu badan jalan yang digunakan sebagai terminal oleh pihak pengusaha bus
di Kabupaten Pidie, sedangkan penulis melakukan penelitian pada beberapa
toko yang terletak di kawasan Kecamatan Syiah Kuala untuk mengetahui
pemahaman pemilik toko terhadapbatas garissempadan jalan dengan lahan
toko agar tidak terjadinya pemanfaatan badan jalan untuk kepentingan
pribadi pemilik toko secara sepihak dan tanpa izin yang sangat mengganggu

bagi pengguna jalan.

C. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu
memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan
cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah
langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada skripsi ini adalah yuridis

sosiologis, dengan mendasarkan ketentuan norma hukum tentang sempadan
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jalan yang diatur dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Walikota dan Qanun dan juga pelaksanaannya dalam tatanan kehidupan
masyarakat dengan melihat juga secara spesifik pihak pemilik toko dalam
memahami ketentuan perundang-undangan tentang jalan dan mentaati
ketentuan hukum tentang batas garis sempadan jalan pada lahan toko yang
dimilikinya dan penulis juga menggunakan pendekatan dengan
menggunakan konseps hagq al murur yang telah diijtihadkan fugaha dalam
figh muamalah sebagai aspek normatif yang harus diimplementasikan

sebagai ketaatan atas ketentuan yang ditetapkan syara’.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada karya ilmiah ini adalah
deskriptif analisis yaitu menganalisis dengan cara mencari fakta fakta dan
fenomena yang terjadi baik yang dilihat dilapangan maupun secara teori
yang berupa data dan buku yang berkaitan dengan pembahasan karya ilmiah
ini untuk memecahkan sebuah masalah serta mencarikan solusi atas
permasalahan tersebut.3?

Untuk menggali informasi tentang pengetahuan pemilik toko
terhadap batas garis sempadan jalan pada lahan toko di Kecamatan Syiah
Kuala, pemanfataan sempadan jalan untuk kepentingan pribadi seperti
tempat parkir, lapak dagangan dan lainnya, alasan pemilik toko terhadap
pendirian tambahan bangunan pada batas garis sempadan jalan dan
konsekuensinya terhadap pembangunan tersebut. Selanjutnya penulis juga
akan menganalisis tinjauan konsep Hag Al Murur dan PP No. 34 Tahun 2006
tentang Jalan yang dapat diimplementasikan terhadap urgensi pemanfaatan

sempadan jalan oleh pemilik toko dan usaha.

32 Bambang Waluyo, Penelitian hukum dalam praktek, (Jakarta: Sinar Grafika,
2008), hlm, 15.
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3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian karya ilmiah ini adalah
subjek darimana data diperoleh.?? Dalam penelitian ini penulis menggunakan
dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Data sekunder merupakan data penunjang yang dikumpulkan dari
sumber cetak, dimana data tersebut sudah dikumpulkan oleh pihak lain
sebelumnya. Sumber data sekunder yang digunakan didalam penelitian ini
adalah Al-Quran, hadist, buku, jurnal, makalah, artikel dan sumber lainnya
yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai data yang bersifat teoritis.

Sedangkan data primer dalam penelitian ini merupakan data yang
diperoleh dari hasil wawancara dengan para subjek penelitian atau sumber
data yang didapat langsung dengan memberikan data kepada pengumpul
data.’* Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field
research) dan penelitian kepustakaan (/ibrary research).

a. Penelitian Lapangan (field research).

Penelitian ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara
tanya jawab dengan narasumber yang berlandaskan objek, masalah dan
tujuan dari penelitian.’® Dalam penelitian lapangan ini, data yang digunakan
adalah data primer yang bersumber dari para informan atau narasumber yang
telah dipilih yang menjadi bagian dari objek penelitian ini diantaranya salah
seorang penyewa Toko Mutiara Kado di Jalan Utama Rukoh, Gampong
Rukoh, salah seorang pemilik usaha fotokopi Kupula di Jalan Teuku
Lamgugob, Gampong Lamgugob, seorang pemilik kios Zio Berkah di Jalan

33 Kasiram, Metode Penelitian, (Malang: UIN Malang Press, Cet Ke-1, 2008), him.
113.

34 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 122.

35 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset dan Bisnis, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2006), hlm. 62.
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Lingkar Kampus, Darussalam dan salah seorang pemilik Toko yang
memiliki usaha minuman jus di Jalan Laksamana Malahayati, sekitaran tugu
Pena Simpang Mesra, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Dinas
PU Kota Banda Aceh, Satpol PP Kota Banda Aceh serta salah satu
mahasiswa dan salah seorang warga sebagai pengguna jalan dikawasan
Kecamatan Syiah Kuala untuk mengetahui pemahaman pemilik toko tersebut
terhadap batas garis sempadan jalan yang harus dipatuhi untuk menciptakan
tata ruang di kawasan Kecamatan Syiah Kuala yang rapi dan indah
dipandang serta penilaian dari salah seorang mahasiswa sebagai pengguna
jalan dalam beraktivitas untuk mewujudkan masyarakat yang patuh akan
aturan yang sudah ditetapkan demi meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk menghargai hak orang lain khususnya bagi pengguna jalan.

b. Penelitian Kepustakaan (library research)

Pada penelitian kepustakaan ini, penulis mengumpulkan informasi
dari teori-teori yang sudah ada dengan membandingkannya yang digunakan
untuk mengetahui hubungan ilmu dari teori buku, jurnal, artikel, skripsi yang
terdahulu dan sumber lainnya dengan kesimpulan data yang didapatkan yang
berkaitan dengan pemahaman pemilik toko tentang batas garis sempadan
jalan dengan lahan toko dan urgensinya menurut Haq A/-Murur dan PP No.

34 Tahun 2006.3¢

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu bahan keterangan
objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan
data yang sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunakan metode
pengumpulan data interview (wawancara) dan dokumentasi.

a. Interview (wawancara)

36 Jbid., hlm. 62.
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Wawancara merupakan tanya jawab untuk memperoleh data yang
diperlukan dalam penelitian ini. Terkait dengan wawancara dalam skripsi ini,
penulis melakukan proses bertanya langsung kepada pihak responden yang
bersangkutan. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi dan
memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.’” Wawancara
dijadikan sebagai alat untuk mengecek dari keaslian dan kebenaran data
sebagain pembuktian informasi dan keterangan yang diperoleh sebelumnya.
b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa
data-data yang memiliki keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang
fenomena yang masih aktual yang sesuai dengan masalah penelitian. Teknik
dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih
dokumen dari sumber yang terpercaya, baik berupa data yang disampaikan
langsung secara lisan maupun data tertulis yang valid tentang pemahaman
para pemilik toko tersebut terhadap batas garis sempadan jalan dengan lahan

toko.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang penulis
gunakan untuk mengumpulkan data, maka penulis menggunakan alat-alat
atau instrumen diantaranya alat tulis berupa pulpen, buku catatan untuk
mencatat data yang disampaikan oleh narasumber, dan hanphone untuk
merekam wawancara antara penulis dengan narasumber.
6. Langkah Analisis Data

Langkah Analisis Data merupakan proses pengkajian dan penguraian

data hingga menghasilkan kesimpulan. Setelah mendapatakan data

37 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2010), him. 82.
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penelitian, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut menjadi
suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan
dukungan oleh data lapangan dan teori-teori yang berkaitan dengan batas
garis sempadan jalan pada lahan toko di kawasan Kecamatan Syiah Kuala,
Kota Banda Aceh, pemahaman pemilik toko terhadap batas garis sempadan
jalan dengan lahan toko dan alasan pemilik toko dalam mendirikan bangunan
tambahan pada batas garis sempadan jalan serta konsekuensinya bagi
pemilik toko jika dinyatakan melanggar aturan oleh Satpol PP Kota Banda
Aceh dan tinjauan konsep Hag Al Murur dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang
Jalan yang dapat diimplementasikan terhadap urgensi pemanfaatan
sempadan jalan oleh pemilik toko, selanjutnya data tersebut akan dianalisis
dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yang artinya metode
yang digunakan untuk membedah suatu kejadian di lapangan baik berupa
data primer maupun data sekunder yang akan disusun secara sistematis.
Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci,
mengidentifikasi masalah, sehingga didapatkan kesimpulan yang tepat dan
dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana kedepan.*®
1. Melakukan pengumpulan data setelah semua data yang dibutuhkan
terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan
data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasilwawancara dan
dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis
klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuan masing-
masing pertanyaan agar memberikan uraian yang sistematis dan akan
menunjukkan berbagai hasil yang didapatkan.
2. Pengelompokan data ini merupakan proses klasifikasi terhadap data yang

diperoleh kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan

38 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.75.
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menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, sehingga mudah
dipahami hasil analisis dari data yang valid dan objektif.

3. Menyaring data dilakukan setelah data diklasifikasi untuk memudahkan
proses analisisnya. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk
meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah
ditafsirkan, sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat dipelajari
dan diuji. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan
kesimpulan.?®

4. Analisis data, merupakan proses akhir penelitian ini sebelum penyajian
data dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi. Dalam penelitian ini
analisis data dilakukan untuk menilai objektifiitas dan validalitas data
sehingga hasil penelitian yang dipaparkan dalam skripsi ini akurat sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam metodologi penelitian ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka
pembahasan akan dibagi kedalam empat bab.

Bab Satu merupakan uraian materi pembahasan yang terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah,
kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan pembahasan tentang landasan teoritis mengenai
konsep hagq al-murur dalam hukum Islam dan PP No. 34 Tahun 2006. Bab
ini membahas tentang pengertian haq al-murur dan dasar hukumnya, syarat-
syarat pemanfaatan jalan menurut hag al-murur, pendapat ulama tentang
implementasi pemanfaatan jalan dalam konsep hagq al-murur dan konsep
jalan dan sempadannya dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, regulasi
tentang jalan dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, ketentuan tentang

39 Moh Kasiram, Metodologi Penelitian, (Malang: UIN Malang Press, 2008), him.
128.
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jalan dalam PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan, dan ketentuan tentang
pemanfaatan sempadan jalan dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Bab Tiga merupakan hasil penelitian yang membahas tentang
gambaran umum wilayah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh,
pemahaman pemilik toko di wilayah Kecamatan Syiah Kuala tentang
ketentuan batas garis sempadan jalan, konsekuensi pemanfaatan sempadan
jalan di wilayah Kecamatan Syiah Kuala oleh pemilik toko dan tinjauan
konsep haq al-murur dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan terhadap
pemanfaatan sempadan jalan oleh pemilik toko.

Bab Empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan
terhadap keseluruhan pembahasan serta saran dari penulis yang menyangkut
permasalahan penelitian seputar topik pembahasan guna menyempurnakan

penelitian ini.



BAB DUA
KONSEP HAQ AL MURUR DALAM HUKUM ISLAM DAN
PP NO. 34 TAHUN 2006

A. Konsep Haq AlI-Murur Dalam Hukum Islam
1. Pengertian Haq Al-Murur dan Dasar Hukumnya

Haq al-murur berasal dari bahasa Arab yaitu al-hag dan al-murur,
maknanya adalah kemantapan sesuatu dan kebenarannya. Secara etimologi,
kata haq berarti nyata, pasti, tetap, menetapkan dan memastikan.!

Kata al-hag menurut istilah, Wahbah Az-Zuhaili mengartikan yaitu
hubungan khusus dengan seseorang, seperti hak penjual untuk menerima
harga barang, yang khusus dimiliki oleh penjual atau hak pembeli untuk
menerima barang yang telah dibelinya, yang khusus dimiliki oleh pembeli
dan tidak dimiliki oleh orang lain.? Kata al-haq berarti ketentuan, di dalam
Al-Quran kata al-hag mempunyai beberapa arti, tetapi memiliki maksud dan
tujuan yang sama, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-

Anfal Ayat 8:

- o 2 o - -

Dya pomadl 035 539 JEUN Jhaly gl Gl
Artinya: “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang
batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak

menyukainya”.?

Secara istilah ulama figh mengemukakan pendapat bahwa al-haq
adalah suatu ketetapan atau ketentuan yang ditetapkan kepada setiap orang

untuk menjalin hubungan dengan sesama maupun hubungan setiap orang

T A.W. Munawwir, Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya:
Pustaka Progresif, 1997), him. 282.

2 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 9.

3 Abul Fida’ ‘Imaduddin Isna’il Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bushrawi, Tafsir
Ibnu Katsir, jilid 8, (Jawa Tengah : Isan Kamil, 2015), hlm. 515.
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dengan suatu benda.* Al-haq juga mempunyai arti kewenangan terhadap
suatu yang bersifat nyata baik itu makhluk hidup ataupun benda lainnya
untuk melakukan sesuatu yang telah diatur dalam peraturan perundang
undangan.’ Sedangkan kewajiban merupakan suatu hal atau keharusan yang
wajib untuk dilakukan oleh setiap orang.®

Pada hakikatnya hak merupakan anugerah yang telah diberikan oleh
Allah SWT kepada setiap orang yang tidak boleh diganggu gugat oleh orang
lain, karena hak bersifat mutlak bagi setiap orang, hak seseorang harus
dihomati, dilindungi dan dijunjung tinggi oleh setiap orang, bangsa maupun
negara yang harus menjamin setiap hak warga negara demi menjaga harkat
dan martabat setiap orang. Hak setiap orang dapat berupa untuk kebebasan
menentukan pilihan dan bertindak sesuai dengan haknya, akan tetapi setiap
hak seseorang dibatasi dengan hak orang lain yang juga mempunyai hak
yang sama, intinya setiap orang wajib menghormati hak orang lain agar tidak
bersikap semena mena dan sewenang wenang yang dapat merugikan hak
orang lain.”

Sedangkan kata a/-murur berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti
lewat, melewati atau melalui.® Hag al-murur menurut istilah merupakan
suatu hak bagi yang punya tanah yang lebih jauh untuk melewati tanah milik
orang lain yang lebih dekat.® Jadi dapat disimpulkan secara bahasa berarti

hak melalui atau hak melewati. Dan secara istilah, hag al-murur dapat

4 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),
him. 21.

5 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah,
(Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra), hlm. 120.

¢ Denndy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia..., hlm. 581.

7 Febi Yonesta, Agama, Negara, dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta : Lembaga
Bantuan Hukum Jakarta, 2012 ) hlm. 237.

8 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa
Dzuriyyah, 2010), him. 415.

° Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Yogyakarta: Pustka Pelajar,
2008), him. 41.
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diartikan bahwa suatu hak atau ketetapan setiap orang yang melewati atau
melalui jalan, tanah atau lahan orang lain ataupun lahan umum baik itu
berupa jalan raya ataupun lahan atau tanah kosong untuk sampai ke tujuan.'”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa haq al-murur
merupakan hak setiap orang untuk dapat memanfaatkan lahan atau tanah
baik itu milik umum maupun milik pribadi untuk dilewati agar sampai ke
tempat tujuan.

Haq al-murur adalah hak yang dimiliki setiap orang tanpa
mengurangi hak orang lain yang harus dijaga, dihormati dan dihargai oleh
setiap orang, bangsa maupun negara dalam hal ini pemerintah menjamin
akan keberadaan dan ketentuan hak tersebut didalam bermasyarakat. Karena
pada prinsipnya setiap orang memiliki hak atas jalan, tanah, ataupun lahan
orang lain untuk beraktivitas, baik milik pribadi ataupun milik umum. Akan
tetapi setiap orang yang menggunakan hak tersebut tidak boleh sewenang
wenang terhadap tanah atau lahan orang lain yang dapat mezalimi atau
menimbulkan mudharat bagi sipemilik tanah ataupun lahan tersebut.

Dasar hukum haqg al-murur atau hak guna jalan telah diatur dalam Al

Quran Surah Thaha Ayat 53. Allah berfirman:
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Artinya: “Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan

yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari

19 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.



33

langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan hujan itu berjenis-jenis dari

tumbuhan yang bermacam-macam”.

Firman Allah SWT dalam Al Quran Surah Al-Mulk Ayat 15.

oals kS s Ue SUia L3 1saa Y05 2, W gllpéréilfjg
}MJ\A.HJ ad

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka
berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dai rezeki-Nya,
dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa betapa besar nikmat dan karunia
Allah yang telah diturunkan kepada hamba hamba-Nya. Allah menjadikan
bumi ini sebagai ladang untuk mencari rezeki dan nikmat Allah, tinggal
bagaimana hamba hamba-Nya mencari rezeki tersebut dan Allah juga telah
memperingatkan kepada hamba-Nya bahwa didalam sebahagian harta
tersebut terdapat hak bagi orang yang membutuhkan.

Landasan hukum haq al-murur diperkuat lagi dengan Hadist
Rasulullah SAW terhadap hak guna jalan yang diriwayatkan oleh HR.
Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda:

s 8 wh o - o 2w

L.o.)\ .,\.JL SLA \}JLgscu\.ﬁj L l..C« uﬂ}lx“j (‘_fLJ\

2 we o o o- -

CL.@.‘B GRS W L.\MJLzA LSA

u\bapu ﬂaAh/w }Qﬁs}ﬁ:ﬂ@

dajbj\ ¢>- L»j \}5L3 g 2>
ﬁ\j f}’\.mj\ J)jéiy\ g,ﬁ{j /JA:‘-M u,'a_.&«ZJLB

Jg.\..o.ﬂ o L;.@.Jj/g}j J&,Q.M.j



34

Artinya: “Janganlah kamu sekalian duduk-duduk dipinggir jalan”,
para sahabat berkata: “Sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk saling
berbincang”, Rasulullah SAW bersabda: “Jika kalian tidak bisa (berbincang)
melainkan harus duduk duduk, maka berilah hak jalan tersebut”, para sahabat
bertanya: “Apa hak jalan tersebut wahai Rasulullah?”, Rasulullah SAW
menjawab, ‘“Menundukkan (membatasi) pandangan, tidak mengganggu
(menyakiti) orang, menjawab salam, memerintahkan kepada kebaikan dan
mencegah dari kemungkaran”. (HR Bukhari dan Muslim).!!

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW

memerintahkan para sahabat untuk tidak duduk di pinggir jalan karena dapat
menimbulkan mudharat bagi pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut,
agar para pengguna jalan dapat melalui jalan dengan rasa aman dan
terpenuhi hak hak bagi pengguna jalan. Dalam hadist ini Rasulullah SAW
juga menjelaskan tentang hak pengguna jalan, setiap orang berhak untuk
melalui dan menggunakan jalan dengan rasa aman tanpa adanya gangguan
yang dapat membahayakan keselamatan bagi setiap pengguna jalan.

Pada intinya jalan adalah fasilitas yang sangat penting bagi
masyarakat baik untuk digunakan sebagai sarana untuk menuju ke tempat
tujuan maupun sekedar tempat untuk bertemu atau tempat berhenti sejenak
untuk beristirahat pada saat sedang dalam perjalanan. Jalan bukan hanya
digunakan bagi kendaraan tapi juga bagi pejalan kaki yang memerlukan jalan
sebagai akses untuk sampai ketujuan. Oleh karena itu jalan merupakan
sarana milik umum untuk dilintasi dan dilewati bagi kendaraan dan pejalan
kaki yang digunakan bersama sama dengan tidak membahayakan pengguna
lain yang juga memanfaatkan jalan untuk beraktifitas serta untuk dapat saling
menghargai hak hak sesama pengguna jalan.

Tapi berbeda halnya dengan yang dilewati seseorang untuk sampai

ketujuan melintasi lahan, tanah atau jalan khusus milik pribadi seseorang.

1 Tbnu Hajar Al Asqalani, Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, Jilid
14, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 55
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Dalam Pasal 667 KUH Perdata dijelaskan bahwa tanah seseorang yang diapit
oleh tanah orang lain sehingga tidak memiliki akses untuk sampai ke jalan
umum atau ke tempat tujuan maka dia berhak untuk diberikan ijin untuk
menggunakan atau mengakses lahan, tanah atau jalan tersebut oleh sipemilik
yang ada disamping tanahnya tersebut.!? Hal ini bertujuan untuk
memudahkan dan memberikan akses bagi orang lain yang ingin melintasi
lahan atau jalan yang dimilik oleh seseorang agar sampai ketujuannya.

Hagq al-murur tidak hanya sekedar melintasi atau melalui jalan umum
maupun jalan khusus milik pribadi seseorang sebagai akses perlintasan orang
maupun kendaraan saja, tetapi juga untuk mengaliri air ke sawah yang
melalui lahan sawah orang lain dan juga mengaliri limbah dengan melalui
halaman atau saluran pembuangan/got depan rumah orang lain dan dalam
kasus ini banyak terjadi dikomplek perumahan atau rumah susun.!’
Sebagaimana dijelaskan didalam hadits Rasulullah SAW, yang artinya,
“Jangan kalian melarang pemanfaatan sisa air dengan tujuan untuk melarang
pemanfaatan rumput disekitarnya”.

Dapat disimpulkan bahwah hag al-murur tidak hanya membahas hak
seseorang atas jalan saja. Didalam hadits Rasulullah SAW diatas dijelaskan
bahwa Rasulullah SAW menganjurkan bahwa seseorang tidak boleh
melarang orang lain untuk mengaliri air dari sawahnya dengan melewati atau
melalui sawah atau pematang sawah orang lain, seseorang diperbolehkan
untuk melintasi lahan atau tanah milik umum ataupun pribadi dengan
memanfaatkan lahan atau tanah tersebut sebagai sarana akses untuk sampai
ketujuan dengan tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain yang juga

menggunakan lahan atau tanah tersebut.

12 Pasal 667 KUH Perdata
13 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21
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2. Syarat Syarat Pemanfaatan Jalan Menurut Haq Al-Murur

Dalam hal pemanfaatan lahan, tanah ataupun jalan telah diatur
didalam konsep haq al-murur yaitu hak seseorang untuk melintasi atau
melewati jalan umum maupun jalan khusus sebagai akses untuk sampai
ketujuan dengan tidak merugikan hak hak orang lain yang juga
menggunakan jalan tersebut. Hukum pemanfaatan jalan menurut konsep hag
al-murur berbeda beda menurut jenis jalan yang dilaluinya. Wahbah Az-
Zuhaili memaparkan tentang syarat dan hukum pemanfaatan haq al-murur,
diantarnya sebagai berikut.

a. Jika jalan yang dilalui adalah jalan umum, maka mempunyai hak
yang sama untuk melintasi jalan tersebut sebagai hak guna atas jalan
dan hukumnya (mubah) atau dibolehkan selama tidak mengganggu
dan mengurangi hak hak orang lain yang juga melintasi jalan
tersebut. Dan juga diperbolehkan untuk membuka jendela serta
membuat balkon asal tidak menimbulkan mudharat dan mengganggu
keselamatan pengguna jalan.!4

b. Hak guna jalan juga dapat dimanfaatkan untuk memarkirkan
kendaraan dan mendirikan tempat dagang asalkan tidak mengganggu
ketertiban lalu lintas, tidak menyempitkan ruang jalan, tidak
mengurangi hak hak pengguna jalan lainnya serta mendapatkan izin
dari pemerintah setempat terkait pemanfaatan lahan sebagai area
parkir dan berjualan. Dalam hal ini ada dua syarat yang harus
dipenuhi, yakni:

c. Tidak merugikan dan mengurangi hak hak orang lain, karena pada
pinsipnya tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh

menyebabkan kemudharatan.!>

14 Wahbah Az-Zuhaili, AI-Figh Islamiyah Wa Adillatuhu Jilid 6 (terjemahan. Abdul
Hayyie AlKhattani), (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 557.
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d. Mendapatkan izin dari pemerintah setempat atau hakim dengan
memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah daerah melalui
Perda maupun pemerintah pusat melalui Undang Undang, Peraturan
Pemerintah atau Perpres maupun Peraturan Menteri di bidangnya.
Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, diantaranya

menurut Imam Abu Hanifah yang mewajibkan untuk setiap orang harus
mendapatkan izin dari pemerintah atau hakim dengan syarat tidak boleh
menyebabkan kemacetan lalu lintas, menyempitkan ruang jalan,
mengganggu dan merugikan hak hak pengguna jalan lainnya.

Sementara itu menurut Ulama Syafi’iyah, Ulama Hanabilah serta
menurut Muhammad Abu Yusuf menyatakan bahwa tidak perlu
mendapatkan izin dari pemerintah atau hakim. Sebagaimana sabda
Rasulullah saw. “Barangsiapa lebih dulu sampai kepada sesuatu yang
sebelumnya tidak ada seorang yang lebih dulu sampai kepada sesuatu itu,
maka ia adalah orang yang paling berhak terhadap sesuatu tersebut.”

e. Apabila yang dilalui adalah jalan khusus atau jalan pribadi, maka
jalan tersebut juga bisa dilalui oleh umum sebagai akses berlalu
lalang untuk sampai ketujuan, pemilik jalan tidak boleh melarang
setiap orang yang akan melintasi karena pemilik harus menghormati
hak pengguna jalan dan tidak boleh mengurangi hak hak setiap orang
yang akan memanfaatkan jalan tersebut sebagai sarana untuk
melintas karena sudah diatur didalam konsep hagq al-murur, dimana
setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan dan
memanfaatkan jalan umum maupun khusus untuk sarana berlalu
lalang tanpa merugikan dan mengganggu hak hak pengguna jalan

lainnya, akan tetapi jika dimanfaatkan untuk tempat parkir, tempat

15 Ibid, hlm, 558.
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berdagang atau berjualan maupun untuk pemanfaatan lain yang

bersifat untuk keperluan pribadi, maka harus mendapatkan izin dari

pemiliknya.!®

Terdapat perbedaan dalam penggunaan jalan diantaranya apabila
jalan itu milik umum mak setiap orang berhak untuk melintasi dan melalui
jalan tersebut tanpa adanya larangan dari pihak manapun sebagai pengguna
jalan dan itu diatur dalam konsep haq al-murur dan peraturan perundang
undangan untuk menggunakan jalan sebagai mana mestinya sebagai hak
pengguna jalan dan tidak mengurangi ataupun menggangu hak hak orang
lain yang juga menggunakan jalan sebagai tempat beraktifitas dan berlalu
lalang.

Apabila ingin memanfaatkan ruang jalan, sempadan jalan, bahu jalan
dan pinggiran jalan sebagai tempat parkir atau tempat berjualan maka harus
ada izin dari pemerintah daerah agar tidak menggangu ketertiban dan
keselamatan pengendara maupun pejalan kaki yang melintasi jalan tersebut.

Apabila jalan yang dilewati adalah jalan khusus atau jalan pribadi
maka setiap orang juga diperbolehkan untuk menggunakan jalan tersebut
sebagai akses untuk sampai ketujuan tanpa adanya larangan dari pemilik
jalan karena juga telah diatur dalam konsep haq al-murur sebagai hak
pengguna jalan yang dimilik oleh setiap orang untuk menggunakan lahan
atau jalan baik itu milik umum maupun milik pribadi untuk dilalui dan
pemilik lahan atau jalan tidak boleh melarang orang lain untuk menggunakan
hak mereka dalam melintasi lahan atau jalan tersebut sebagai akses untuk
sampai ketujuan. Sedangkan untuk hal pemanfaatan yang sifatnya pribadi
maka setiap orang wajib untuk meminta izin dari pemilik jalan pribadi

tersebut.

16 Ibid., hlm. 559.
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3. Pendapat Ulama Tentang Implementasi Pemanfaatan Jalan Dalam
Konsep Haq Al-Murur

Jalan merupakan fasilitas umum yang dibangun pemerintah untuk
menunjang dan mendukung berbagai aktifitas perekonomian antara pusat
dengan daerah demi menurunkan ketimpangan dan memajukan ekonomi
daerah sebagai sarana pendukung dalam kegiatan tersebut. Setiap orang
memiliki hak yang sama dalam menggunakan jalan yang telah dijelaskan
dalam konsep haq al-murur, dimana konsep haq al-murur menjelaskan
bahwa setiap orang mempunyai hak guna atas jalan sebagai akses untuk
melintasi jalan tersebut untuk sampai ketujuan dengan memperhatikan hak
hak orang lain agar tidak sewenang wenang dalam menggunakan jalan dan
tidak mengurangi atau menganggu hak hak pengguna jalan lainnya.

Para ulama mengemukakan bahwa pemantfaatan jalan selain bagi para
pengguna jalan untuk dilalui dan dilintasi dibolehkan asalkan tidak
mengganggu hak pengendara atau pengguna jalan lainnya seperti pejalan
kaki. Setiap tindakan yang dapat mengganggu, menghambat atau
mempersempit ruang jalan tidak diperbolehkan, karena dapat membahayakan
keselamatan para pengguna jalan dan dapat mengurangi hak hak pengguna
jalan. Fasilitas jalan dibangun untuk kepentingan bagi para pengendara atau
pejalan kaki untuk beraktivitas dan menggunkan jalan sebagai sarana untuk
sampai ke tempat tujuan.'’

Salah satu hak yang harus dihormati adalah demi kepentingan
bersama adalah hak al-irtifaaq. Hukum hak al-irtifaag yang bersifat umum
adalah apabila hak al-irtifaaq telah ditetapkan maka sifatnya mutal dan akan
terus Dberlaku selama keberadaannya tidak bertentangan dengan

menimbulkan mudharat bagi orang lain.

17" Wahbah Az-Zuhaili, Al-Figh Islamiyah Wa Adillatuhu Jilid 6 ..., hlm. 558.



40

Hagq al-murur termasuk bagian dari haqqul irtifaaq. Haqqul irtifaaq
merupakan suatu hak ditetapkan atas suatu harta tidak bergerak demi
kepentingan harta tidak bergerak milik orang lain. Dan hak ini tetap berlaku
selama kedua hak tidak bergerak tersebut masih ada dan tidak melihat siapa
pemiliknya.'®

Menurut Muhammad Yusuf Musa, Haq al-murur merupakan suatu
hak untuk sampai kepada hak miliknya dengan melewati hak milik orang
baik itu rumah, tanah, jalan umum maupun jalan khusus.!” Sedangkan
menurut Wahbah al-Zuhaili, haqg al-murur merupakan hak pemilik benda
tetap atau permanen yang terdapat didalamnya untuk mencapai ke benda
tetapnya dengan melewati jalan, baik itu jalan umum yang tidak dimiliki oleh
pribadi maupun jalan khusus yang dimiliki oleh seseorang ataupun
sekelompok orang.?°

Dari pendapat yang dikemukakan oleh kedua ulama tersebut dapat
disimpulkan bahwa pendapat kedua ulama tersebut memiliki makna yang
sama, di mana pada prinsipnya /aq al-murur dapat diartikan bahwa pemilik
tanah tidak boleh melarang atau menyulitkan bagi orang lain untuk mencapai
tujuannya dengan melewati jalan atau tanah si pemilik tanah, apalagi
menutup ataupun melarang.Atau secara umum bisa dipaparkan bahwa
pengertian haq al-murur yaitu melewati atau menggunakan jalan, atau
dengan kata lain haq al-murur ialah hak guna atas jalan.

Pendapat yang dikemukakan oleh para ulama tentang hak guna atas
jalan tidak hanya dibahas dalam konsep haq al-murur tetapi juga diatur
dalam konsep milk al-dulah. Diantaranya yang dikemukakan oleh Ahmad
bin Hambal yang menyatakan bahwa tanah yang dimiliki oleh negara adalah

tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh negara untuk kemakmuran

18 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Figh Islamiyah Wa Adillatuhu Jilid 6 ..., hlm. 558..
19 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), him. 88.
20 Ibid.
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rakyat.?! Tanah ini tidak boleh dimanfaatkan apalagi dimiliki oleh seseorang
untuk kepentingan pribadi.??

Dalam konsep haq al-murur, setiap orang berhak untuk melintasi
atau melalui lahan atau jalan umum sebagai akses untuk berlalu lalang atau
beraktifitas sehari hari dengan syarat tidak mengganggu dan merugikan
pihak pihak yang juga sama sama menggunakan fasilitas jalan sebagai akses
untuk sampai ketujuan. Toko atau bangunan yang berdiri dipinggir jalan
umum contohnya, para pemilik toko atau bangunan tersebut harus
mengetahui dan mematuhi terhadap batas lahan toko atau bangunan mereka
dengan batas lahan jalan sebagai fasilitas umum yang digunakan oleh semua
orang untuk melintas.

Para pemilik toko harus memahami tentang batas Garis Sempadan
Jalan (GSJ) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sebagai tempat bebas area
bangunan dan tidak boleh memanfaatkan area GSB sebagai tempat
peletakkan barang, pendirian kios, pembangunan pagar, pemasangan kanopi
serta pemasangan kerangkeng untuk tempat barang. Karena hal tersebut
dapat mengganggu hak pengguna jalan lainnya dan menyebabkan
terganggunya kelancaran lalu lintas.

Jika sebagian tindakan tersebut sudah mendapatkan izin dari
Pemerintah Kota Banda Aceh dengan tidak menimbulkan mudharat atau
membahayakan pengguna jalan, tidak menggangu ketertiban lalu lintas dan
tidak menutupi badan jalan maka menurut Imam Abu Hanifah, boleh untuk
memanfaatkan area sempadan jalan tersebut.?

Apabila tidak mendapatkan izin dari pemerintah dengan segala

pertimbangan demi kepentingan umum, maka setiap orang atau pihak yang

21 Mahli Ismail, Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara, (Yogyakarta: Kaukaba
Dipantara, 2013), hlm. 37.

22 Ibid.

23 Nasrun Haroen, Figh Muamalah ..., hlm. 21.
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bersangkutan berhak untuk mencegah dan melakukan pembongkaran
terhadap material dan bangunan dalam bentuk apapun yangtidak memiliki
izin dan telah melanggar aturan.?*

Menurut ulama Syafi’iyah, Hanabilah, Imam Abu Yusuf dan Imam
Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani mengemukakan bahwa dalam
peristiwa diatas tidak perlu mendapat izin dari pemerintah. Dalam hal ini
Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa pemanfaatan itu bersifat sementara
bukan memiliki seutuhnya, seperti hal nya memarkirkan kendaraan yang
hanya sementara menempati jalan tersebut.

Terkait dengan parkir menurut Malikiyah mengingatkan agar tidak
menimbulkan kemudharatan bagi pengguna jalan yang melintasi jalan
tersebut, tidak menutup badan jalan, tidak menyempitkan ruang jalan dan
tidak semena mena dalam menggunakan jalan tersebut untuk parkir
sembarangan dengan tidak menghiraukan hak hak pengguna jalan yang dapat
membahayakan keselamatan pengendara lain yang berada dijalan tersebut.?

Dalam Islam, sesuatu yang dapat membahayakan dan menimbulkan
mudharat bagi orang lain merupakan suatu kezaliman. Dalam hal parkir atau
penambahan bangunan seperti kios atau lapak jualan yang mengambil bagian
jalan tanpa adanya izin dari pemerintah, karena pada dasarnya jalan itu
dibangun untuk lalu lintas kendaraan bukan untuk parkir, tempat berjualan
ataupun mendirikan bangunan tambahan yang melewati batas lahan toko
dengan bagian jalan, sesuai dengan fungsi dasarnya, jalan tidak boleh dialih
fungsikan sebagai tempat parkir oleh orang yang tidak bertanggung jawab,
apakah itu dimanfatkan untuk berjualan maupu parkir kendaraan. Dalam hal
ini pemerintah harus bertanggung jawab dalam menyediakan lahan atau

tempat khusus untuk parkir agar jalan tidak dijadikan sebagai bagian dari

24 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat ..., hlm. 88
23 Nasrun Haroen, Figh Muamalah ..., hlm. 21.
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tempat parkir, pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan
pengawasan terhadap tempat tempat atau bangunan yang melanggar batas

dengan lahan jalan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

B. Konsep Jalan dan Sempadannya Dalam PP No. 34 Tahun 2006
1. Regulasi Tentang Jalan dalam PP No. 34 Tahun 2006

Jalan merupakan fasilitas yang disediakan negara untuk beraktivitas
bagi pejalan kaki maupun pengendara kendaraan roda dua maupun empat
yang menggunakan jalan sebagai hak warga negara yang dimanfaatkan untuk
dilewati dan dilalui untuk kepentingan setiap warga negara dengan tidak
mengabaikan kepentingan orang lain. Jalan dibangun untuk kepentingan
masyarakat banyak dan berfungsi untuk mempercepat aktivitas orang
maupun barang yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat
dan mengkoneksikan jalan disatu wilayah ke wilayah lainnya dan ini
memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing antar
masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional.

Dalam hal pembangunan jalan ini, koordinasi antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mempercepat
pembangunan dan pemerataan terhadap jalan suatu daerah. Seperti halnya
jalan di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh yang penulis jadikan
objek penelitian dengan menggabungkan persepsi dari pemilik toko tentang
batas garis lahan pemilik toko dengan jalan umum, karena hal ini sangat
penting untuk diteliti sebagai pengetahuan dan pemahaman bagi setiap
pemilik toko dalam mengetahui batas lahannya dengan jalan, dan setiap
pemilik toko juga harus mengetahui dan mematuhi setiap aturan yang
diberlakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kemakmuran orang

banyak.
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Karena telah banyak terjadi disetiap sudut kota yang ada di Banda
Aceh ini, dimana para pemilik toko memanfaatkan lahan jalan untuk
mendirikan bangunan tambahan maupun memberikan izin kepada pedagang
lain untuk berjualan didepan tokonya dengan memanfaatkan lahan jalan yang
berbatasan langsung dengan tokonya, hal ini tentu telah melanggar aturan
karena telah memanfaatkan lahan negara untuk kepentingan pribadi dan
menggangu fungsi jalan yang seharusnya untuk dilewati dan dilalui oleh
banyak orang untuk beraktivitas dan tanpa ada halangan dari bangunan lain,
belum lagi adanya parkir liar yang harus ditertibkan oleh pihak yang
berwenang karena dapat menggangu ketertiban dalam lalu lintas. Sesuai
dengan fungsinya, jalan dipergunakan sepenuhnya untuk dilalui oleh pejalan
kaki atau pengendara yang menggunakan jalan untuk sampai ketujuannya.

Dalam hal ini untuk mewujudkan jalan yang sesuai dengan fungsi
dan kegunannya, pemeritah membuat regulasi atau peraturan yang mengatur
tentang jalan secara komplek dan detail yang terdapat didalam PP NO. 34
Tahun 2006 tentang Jalan, maka terlebih dahulu kita meninjau peraturan atau
regulasi tentang jalan terbaru yang terdapat didalam Undang Undang No. 2
Tahun 2022 pada tanggal penetapan yaitu 12 Januari 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang No. 38 Tahun 2004.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004
tentang Jalan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
hukum sehingga perlu diubah. Adapun Undang-Undang ini mengatur
mengenai perubahan dan penambahan beberapa ketentuan mengenai jalan
khusus, data dan informasi penyelenggaraan jalan, partisipasi masyarakat,

dan penyidikan.?®

26 Undang-Undang No. 2 Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang No. 38 Tahun 2004, pada tanggal 12 Januari 2022.



45

Pada bagian umum tentang jalan umum PP No. 34 Tahun 2006 pada
Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan bahwa penyelenggaran jalan umum dilakukan
dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi
serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah
pemasaran.?’

Pada Pasal 4 Ayat 1 didalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
menjelaskan bahwa penyelenggaraan jalan umum wajib mengusahakan agar
jalan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, terutama
menginkatkan  pertumbuhan ekonomi daerah dan pusat dengan
memanfaatkan infrastruktur jalan agar biaya perjalanan dapat ditekan
menjadi serendah-rendahnya.?®

Didalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan juga disebutkan bahwa
wewenang penyelenggara jalan ada pada pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Penyelenggaraan yang dimaksud di sini meliputi pengaturan,
pembinaan, pembangunan dan pengawasan secara makro yang sesuai dengan
kebijakan nasional yang didasari pada Pasal 57 Ayat 1 dan 4.%°

Pada pasal 90 Ayat 1-4 disebutkan bahwa jalan umum dibangun di
atas tanah yang dikuasai oleh Negara, dalam hal pelaksanaan konstruksi
jalan umum diatas hak tanah orang, maka pelaksanaan konstruksi jalan
umum dilakukan dengan cara pengadaan tanah, pengadaan tanah diperlukan
untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, atau perbaikan alinemen, dan
pengadaan tanah yang dimaksud di atas dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.3?

Regulasi diatas menjelaskan bahwa wewenang yang dimiliki oleh

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola atau

27 Pasal 3 Ayat | tentang Jalan Umum, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
28 Pasal 4 Ayat 1 tentang Jalan Umum, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
2 Pasal 57 Ayat 1 dan 4, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

30 Pasal 90 ayat 1-4, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
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menyelenggarakan jalan, tahap awal untuk menyelenggarakan jalan yaitu
penyelenggara akan melakukan perencanaan kebijakan baik itu pedoman
khusus ataupun teknis, penelitian awal, dan pelaksanaan konstruksi, dalam
hal konstruksi pembangunan yaitu pemerintah pusat atau derah melakukan
pengecekan lokasi dan lahan yang akan dibangun, pemerintah pusat maupun
daerah harus memastikan bahwa lokasi atau lahan yang akan dibangun jalan
adalah lahan milik negara dan dipastikan tidak ada tanah yang bersengketa.

Akan tetapi jika tanah itu adalah milik masyarakat maka pemerintah
harus melakukan pengadaan tanah dengan masyarakat yang memiliki tanah
tersebut, dan sipemilik tanah harus menunjukkan tanda bukti kepemilikan
lahan atau tanah tersebut dalam bentuk sertifikat tanah untuk membuktikan
bahwa tanah itu adalah milik masyarakat tersebut sesuai dengan peraturan
perundang undangan.

Sebelum melakukan pengecekan lahan atau tanah yang akan
dibangun jalan, penyelenggara dalam hal ini pemerintah baik itu pusat
ataupun derah terlebih dahulu melakukan pengaturan jalan yaitu kegiatan
perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan
penyusunan peraturan perundang undangan jalan yang terdapat dalam Pasal
1 Ayat 6 dalam draft PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.?!

Langkah selanjutnya adalah melakukan pembinaan jalan yaitu
kegiatan yang dilakukan penyelenggara jalan untuk penyusunan pedoman
dan standar teknis, pelayanan dan pemberdayaan sumber daya manusia serta
penelitian dan pengembangan jalan, kegiatan ini sudah diatur dalam PP No.
34 Tahun 2006 pada Pasal 1 Ayat 7.32

Setelah mempersiapkan perencanaan diatas barulah penyelenggara

melakukan pembangunan jalan dengan melakukan pemrograman dan

31 Pasal 1 Ayat 6, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
32 Pasal 1 Ayat 7, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
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penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi serta
pengoperasian dan melakukan pemeliharaan jalan setelah pembangunan
selesai dilakukan. Kegiatan ini tertera dalam Pasal 1 Ayat 8, PP No. 34
Tahun 2006 tentang Jalan.33

Langkah selanjutnya penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah
baik pusat maupun daerah harus melakukan pengawasan guna mewujudkan
tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan. Hal ini terdapat dalam
Pasal 1 Ayat 9, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.*

Setelah pembangunan jalan selesai dilakukan, penyelenggara jalan
masih diberikan tugas oleh negara untuk mengelola mengawasi, memelihara
jalan dan memanfaatkan fungsi jalan untuk kemakmuran masyarakat yang
diatur dalam PP No.34 Tahun 2006 tentang Jalan dalam Pasal 4 Ayatl yang
berbunyi, penyeleggara jalan wajib mengusahakan jalan agar digunakan
sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat, terutama untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya perjalanan
menjadi serendah rendahnya.

Masih dalam pasal yang sama Ayat 2 juga dijelaskan bahwa
penyelenggara jalan wajib mendorong terwujudnya keseimbangan antar
daerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah
pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur
pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.3

Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa penyelenggara jalan wajib
mendukung pertumbuhan ekonomi diwilayah yang sudah berkembang agar

pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana

33 Pasal 1 Ayat 8, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
34 Pasal 1 Ayat 9, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
33 Pasal 4 Ayat 1, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
36 Pasal 4 Ayat 2, PP No.34 Tahun 2006 tentang Jalan.
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transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan
kegiatan perkotaan.’’

Ayat ke 4 menyatakan bahwa dalam usaha mewujudkan pelayanan
jasa distribusi yang seimbang, penyelenggaran jalan wajib memperhatikan

bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.38

2. Ketentuan Tentang Jalan dalam PP No. 34 Tahun 2006

Regulasi atau peraturan tentang jalan yang bersumber dari draft PP
No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang berisikan kebijakan pemerintah yang
harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak penyelenggara jalan dalam hal
ini pemerintah daerah dalam mengatur jalan sebagai fasilitas umum yang
sangat penting bagi kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

Sedangkan dalam pembahasan sub bab ini, penulis membahas
tentang ketentuan ketentuan tentang jalan dan sempadan jalan yang berlaku
untuk diterapkan oleh pemerintah daerah dengan mengikuti pedoman yang
sudah ditetapkan pemerintah pusat melalui PP No. 34 Tahun 2006 tentang
Jalan.

Ketentuan tentang jalan dan sempadan jalan yang terdapat didalam
draft PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ini dapat kita liat dari berbagai
aspek, diantaranya aspek umum, tujuan dan kewajiban penyelenggara jalan,
konstruksi dan pembangunan, penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah
dan penyedia jasa, peraturan perundang undangan serta pengawasan dan
pemeliharaan jalan.

Berikut beberapa ketentuan ketentuan tentang jalan yang terdapat
didalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, diantaranya:

1. Unum

37 Pasal 4 Ayat 3, PP No.34 Tahun 2006 tentang Jalan.
38 Pasal 4 Ayat 4, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
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a. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang
terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sekunder yang terjalin
didalam hubungan hierarki.?°

b. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata
ruang wilayah dan dengan memperhatikan hubungan antar
kawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan maupun pedesaan.*’

c. Jalan umum dibangun diatas tanah yang dikuasai oleh Negara,
dalam hal pelaksanaan konstruksi jalan umum diatas hak tanah
orang, maka pelaksanaan konstruksi jalan umum dilakukan dengan
cara pengadaan tanah, pengadaan tanah diperlukan untuk
konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, atau perbaikan alinemen,
dan pengadaan tanah yang dimaksud diatas dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang undangan.*!

2. Penyelenggaraan Jalan

Tujuan penyelenggaraan jalan adalah untuk memudahkan masyarakat
dalam mencapai lokasi, memperlancar arus lalui lintas dan aktivitas
masyarakat, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain yang dapat
meningkatkan mobilitas masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi secara nasional.

Kewajiban penyelenggara jalan adalah hal yang paling penting untuk
dilakukan dalam penyelenggaraan jalan ini karena menyangkut hajat hidup
orang banyak. Penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk memastikan
pembangunan jalan semata mata untuk kepentingan dan kesejahteraan
masyarakat dalam hal pemerataan pembangunan disetiap wilayah Indonesia.

Dalam hal ini penyelenggara jalan harus memastikan perencanaan yang

39 Pasal 6 Ayat 1, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
40 Pasal 6 Ayat 2, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
41 Pasal 90 ayat 1-4, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.



50

matang dalam setiap pembangunan jalan agar dapat digunakan masyarakat
sesuai dengan fungsi jalan serta meningkatkan pengawasan dan
pemeliharaan jalan agar tidak salah fungsi dan dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat sebaik baiknya.

3. Penyelenggara jalan oleh Pemda dan Penyedia Jasa

Penyelenggara jalan, dalam hal ini Pemda bakal menunjuk pihak
penyedia jasa untuk konstruksi pembangunan jalan baik dari perusahaan
BUMN maupun swasta yang mengurusi konstruksi ini sesuai dengan kontrak
dan perjanjian kerja yang telah disepakati, dan pihak penyedia jasa bakal
diberi wewenang dalam pengerjaan konstruksi sesuain dengan peraturan
perundang undangan.

4. Peraturan perundang-undangan,

Dalam tahap konstruksi ini penyelenggara jalan harus berkoordinasi
dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan
Nasional atau Dinas Pertanahan ditingkat Provinsi untuk mengetahui dan
melaksanakan pembangunan jalan ini sesuai dengan peraturan perundang
undangan dibidang pertanahan demi memastikan tidak adanya sengketa
lahan di saat pembangunan jalan dikerjakan.

5. Pembangunan dan Konstruksi

Tanggung jawab konstruksi, pihak yang bertanggung jawab terhadap
pembangunan dan konstruksi ini adalah pemerintah daerah yang berwenang
selaku penyelenggara jalan sesuai dengan Pasal 1 PP No. 34 Tahun 2006.
Pihak penyelenggara harus memastikan keamanan dan keselamatan para
pekerja, kelancaran proyek, keselamatan lalu lintas, serta memastikan proyek
berjalan sesuai dengan rencana awal sesuai dengan peraturan perundang
undangan.

6. Pengawasan dan Pemeliharaan Jalan
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Tahap akhir setelah pembangunan jalan selesai dikerjakan adalah

pengawasan dan pemeliharaan jalan, penyelenggara harus memastikan

peranan dan fungsi jalan dan melakukan pengecekan kondisi jalan agar

keamanan dan keselamatan pengguna jalan dapat diwujudkan sesuai dengan

peraturan perundang undangan.

Ketentuan tentang jalan dibagi kedalam 3 bagian jalan yang tertuang

didalam draft PP No. 34 Tahun 2006, di antaranya Ruang Manfaat Jalan,

Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan.

a.

b.

Pasal 34 Ayat 1 dijelaskan bahwa ruang manfaat jalan meliputi badan
jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.*

Pasal 35 Ayat 1 disebutkan bahwa badan jalan hanya diperuntukkan
bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, badan jalan dilengkapi
dengan ruang bebas.*3

Pasal 39 Ayat 1 ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan
sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

Pasal 39 Ayat 3 dijelaskan bahwa ruang milik jalan diperuntukkan
bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur
lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk
pengamanan jalan.*

Pasal 40 Ayat 1 dijelaskan bahwa ruang milik jalan paling sedikit
memiliki lebar sebagai berikut:4¢

1. Jalan bebas hambatan 30 meter

2. Jalan raya 25 meter

3. Jalan sedang 15 meter

4. Jalan kecil 11 meter.

Pasal 44 Ayat 1 dijelaskan bahwa ruang pengawasan jalan
merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang
penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.’

3. Ketentuan Tentang Pemanfaatan Sempadan Jalan dalam PP No. 34
Tahun 2006

42 Pasal 34 Ayat 1, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
43 Pasal 35 Ayat 1, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
44 Pasal 39 Ayat 1, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
4 Pasal 39 Ayat 3, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
46 Pasal 40 Ayat 1, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
47 Pasal 44 Ayat 1, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
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Penggunaan jalan umum telah diatur oleh pemerintah baik itu melalui
Undang-Undang maupun peraturan pemerintah untuk mengatur batas atau
hak bagi pejalan kaki maupun pengguna kendaraan umum untuk mengetahui
batas dan hak selaku pengguna jalan dalam menggunakan jalan umum
sebagai jalur perlintasan ataupun berlalu lalang serta ketentuan bagi pemilik
toko terkait dengan area garis sempadan bangunan yang tidak boleh
digunakan untuk membangun bangunan tambahan maupun untuk
meeltakkan barang dagangan. Aturan tentang jalan dan sempadannya telah
diatur dalam PP no. 34 tahun 2006 tentang Jalan, Perwal Banda Aceh No. 44
Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung, dan khusus
di Aceh memiliki Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Pemanfaatan sempadan jalan sangat marak terjadi yang dilakukan
oleh pemilik/penyewa toko atau para pemilik usaha didepan toko atau
bangunan miliknya dengan mendirikan berbagai bangunan tambahan
seperti pemasangan kanopi berkonstruksi tiang, pemasangan kerangkeng
tempat meletakkan barang, Pembangunan teras dan pagar yang tidak sesuai
aturan dan penyewaan area garis sempadan bangunan untuk pemilik usaha
yang ingin berjualan, fenomena ini tentu telah melanggar aturan yang
berlaku.

PP No. 34 Tahun 2006 mengatur tentang fungsi, tata kelola, dan
pemanfaatan ruang sempadan jalan. Hal tersebut telah dirincikan dalam:

a. Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa sempadan jalan
merupakan ruang yang difungsikan untuk perlindungan jalan
dari berbagai aktivitas yang dapat mengganggu fungsi jalan.*®

b. Pasal 34 menyatakan bahwa penggunaan sempadan jalan harus
mendapatkan izin dari pemerintah setempat atau melalui pihak
beewenang.*

48 Pasal 31 Ayat 1 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
49 Pasal 34 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
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c. Pasal 38 menjelaskan bahwa setiap kegiatan atau aktivitas di
area atau zona sempadan jalan tidak boleh mengganggu
keselamatan pengguna jalan, fungsi jalan dan kelancaran arus
lalu lintas.>®

Dalam hukum positif, penggunaan jalan telah diatur dalam PP No. 34

Tahun 2006 tentang Jalan, penggunaan jalan sebagai fasilitas umum yang
digunakan banyak orang tidak boleh melanggar dan bertentangan dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 33 dan 34 dijelaskan tentang ruang
pemanfaatan jalan, bagi para pengguna jalan yang akan menggunakan jalan
untuk perjalanan baik jalan antar kecamatan, kabupaten maupun provinsi
untuk menggunakan badan jalan sebagai akses perjalanan, dan jika pengguna
jalan ingin berhenti, beristirahat dan memarkirkan kendaraanya hanya
diperbolehkan dibahu jalan dan tidak diperbolehkan dibadan jalan.>!

Jalur utama badan jalan diperuntukkan bagi pengendara baik itu
angkutan umum maupun pribadi, apabila pengendara hendak melakukan
pemberhentian baik itu untuk beristirahat ataupun pemarkiran kendaraan
maka akan diberikan ruang bahu jalan, dan tidak melewati dari bahu jalan
yang telah ditentukan sebagai pemberhentian sementara bagi kendaraan
tersebut, sedangkan bagi pejalan kaki akan diberikan jalan khusus dipinggir
jalan sebagai sarana jalur untuk berlalu lalang yang disebut dengan trotoar.

Sedangkan bagi pedagang ataupun masyarakat yang ingin berjualan
akan diberikan ruang dipinggiran jalan diluar ruang badan, bahu dan trotoar
bagi pejalan kaki untuk dimanfaatkan jika telah mendapatkan izin dari
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah
ditetapkan pemda maupun pemerintah pusat melalui PP No. 34 Tahun 2006
tentang Jalan.

Akan tetapi dalam hal penggunaan trotoar sebagai tempat berdagang

atapun berjualan juga terdapat aturan dan ketentuan yang membahas lebih

30 Pasal 38 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
31 Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
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rinci yaitu dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen
PU) No. 3 Tahun 2014 yaitu,

1. Jarak bangunan ke area berdagang atau berjualan adalah 1,5 — 2,5 m, agar
tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki.

2. Jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal 5 m, yang digunakan untuk area
berjualan memiliki lebar maksimal 3 m.

3. Terdapat organisasi yang bertanggung jawab terhadap keberadaan
pedagang UMKM.

4. Pembagian waktu penggunaan jalur pejalan kaki, disarankan diliuar waktu

aktif bangunan atau toko didepannya.

. Dapat menggunakan lahan pribadi atau privat.

6. Tidak berada disisi jalan arteri baik primer maupun sekunder dan kolektor
primer dan/atau tidak berada disisi ruas jalan dengan kecepatan kendaraan
tinggi.>?

Trotoar sebagai bagian dari ruang manfaat jalan sebagaimana diatur

dalam Pasal 34 Ayat 3 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam

W

ketentuan ini menyatakan bahwa ruang mantfaat jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur
pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng dan bangunan
pelengkap lainnya. Lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 34 Ayat 4
menyatakan bahwa trotoar sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 hanya
diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.>?

Pada dasarnya keberadaan pedagang atau pelaku UMKM ditrotoar
dilarang karena dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki dan
pengendara, dan dapat mengurangi hak hak pengguna jalan lainnya, karena
semestinya trotoar dibangun khusus untuk pejalan kaki, bukan untuk
berdagang ataupun berjualan, sesuai dengan aturan yang berlaku sudah
dinyatakan bahwa ruang untuk pemanfaatan bagi masyarakat yang ingin
berdagang atau berjualan dapat digunakan di luar ruang badan, bahu dan

trotoar jalan yang memiliki lebar 3 m dari luar trotoar sebagaimana dalam

32 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 3 Tahun 2014.
33 Pasal 34 Ayat 3 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, kalau pun mendapatkan izin dari
pemerintah daerah untuk menggunakan trotoar untuk berjualan maka
pedagang harus memenuhi dan mematuhi syarat dan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang telah diatur.

Dengan melihat ketentuan di atas, terlihat sangat jelas bahwa
keberadaan trotoar memang dibangun secara khusus untuk pejalan kaki. Hal
ini juga telah dipertegas dalam Pasal 34 Ayat 3 PP No. 34 Tahun 2006
tentang Jalan juga telah dijelaskan bahwa ruang manfaat jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan,
jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng dan bangunan
pelengkap lainnya.

Lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 34 Ayat 4 PP No. 34 Tahun
2006 tentang Jalan menyatakan bahwa trotoar sebagaimana dimaksud pada
Ayat 3 hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki, oleh sebab itu
menurut PP No. 34 Tahun 2006 melarang pemanfaatan sempadan jalan
untuk berjualan, mendirikan kios atau lapak, serta pendirian bangunan
tambahan karena telah dijelaskan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 yang telah
mengatur tentang batas-batas pemanfaatan sempadan jalan sebagaimana
mestinya.

Jika setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang
menyebabkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 1, dipidana dengan penjara
paling lama 18 bulan atau denda paling banyak 1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah).>*

Sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 274 ayat 2 menyatakan bahwa

34 Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 63
Ayat 1.
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setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada
fungsi perlengkapan jalan,> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling
banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).’® Ketentuan Pidana
yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan jauh lebih ringan dari ketentuan yang diatur oleh
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Dalam Pasal 34 Ayat 3 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan juga
telah dijelaskan bahwa ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
1 hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu
jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng dan bangunan pelengkap lainnya.

Lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 34 Ayat 4 PP No. 34 Tahun
2006 tentang Jalan menyatakan bahwa trotoar sebagaimana dimaksud pada
Ayat 3 hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki, oleh sebab itu
menurut PP No. 34 Tahun 2006 melarang pemanfaatan sempadan jalan
untuk berjualan, mendirikan kios atau lapak, serta pendirian bangunan
tambahan karena telah dijelaskan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 yang telah
mengatur tentang batas-batas pemanfaatan sempadan jalan sebagaimana
mestinya.

Penggunaan sempadan jalan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan
oleh pemilik toko atau bangunan yang ingin mendirikan berbagai bentuk
bangunan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas yang disebabkan
berkurangnya ruang parkir di area garis sempadan bangunan depan toko
karena telah dibangun berbagai tambahan bangunan oleh pemilik toko, hal

ini tentu telah mengganggu dan merampas hak pengguna jalan lainnya.

35 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dalam Pasal 274 ayat 2.

%6 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dalam Pasal 28 Ayat 2.
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Maka dari itu diperlukan kesadaran dan ketaatan pemilik toko dalam
mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah setempat
yang telah diatur untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum dan
menghargai hak hak pengguna jalan lainnya. Pemilik toko harus memahami
dan mengetahui resiko yang ditimbulkan apabila terjadinya pemanfaatan area
sempadan bangunan untuk mendirikan berbagai bentuk bangunan, baik dari
segi pemasangan kerangkeng tempat meletakkan barang, pemasangan
kanopi, pagar, teras maupun penyewaan lahan pada area garis sempadan

bangunan yang telah merampas hak pengguna jalan lainnya.



BAB TIGA

PEMAHAMAN PEMILIK TOKO DI KEC. SYIAH KUALA
TENTANG BATAS GARIS SEMPADAN JALAN PADA LAHAN
TOKO DAN URGENSINYA MENURUT HAQ AL-MURUR
DAN PP NOMOR 34 TAHUN 2006

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda
Aceh
Syiah Kuala sebagai salah satu kecamatan di wilayah Kota Banda

Aceh dengan letak geografis pada 95,30810° BT dan 05,52230° LU dengan
tinggi rata-rata 0.80 M diatas permukaan laut. Secara geografis Syiah Kuala
terletak di bagian Timur Kota Banda Aceh dan berbatasan langsung dengan
Kecamatan Ulee Kareng di sebelah Selatan, Selat Malaka di sebelah Utara,
Kecamatan Kuta Alam di sebelah Barat dan Kabupaten Aceh Besar di
sebelah Timur.

Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu Kecamatan yang padat
penduduknya didalam kawasan Kota Banda Aceh, hal ini dapat dilihat dari
data statistik yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Banda
Aceh Tahun 2023, Kecamatan Syiah Kuala memiliki luas 14.244 Km?,
dengan jumlah penduduknya 36.481 orang pada Desember 2023 dengan
rincian jumlah kartu keluarga 10.251, jumlah penduduk laki-laki 16.981
orang dan jumlah penduduk perempuan 17.266 orang.’®

Kecamatan ini terdiri dari 10 Gampong dan 3 Kemukiman. Kantor
pemerintahan Kecamatan Syiah Kuala berada di Jalan Teungku Lamgugob,
Gampong Lamgugob.

Berikut penulis tampilkan data luas Kecamatan Syiah Kuala berdasarkan

data luas Gampong.

% https://bandaacehkota.bps.go.id, diakses pada tanggal 06 Desember 2024,
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No Kemukiman Gampong Luas JumlahPend
Wilayah uduk
1 Kayee Adang Ie Masen Kayee | 70 Ha 4.651 Jiwa
2 Adang
Pineung 62 Ha 4.196 Jiwa
3 Tengku Chik | Rukoh 95 Ha 3.979 Jiwa
4 Dilamnyong Jeulingke 154 Ha 5.740 Jiwa
5 Deah Raya Lamgugob 153 Ha 4.335 Jiwa
6 Kopelma 206 Ha 3.147 Jiwa
7 Darussalam
8 Tibang 231 Ha 2.035 Jiwa
9 Deah Raya 178 Ha 1.359 Jiwa
10 Alue Naga 243 Ha 2.150 Jiwa
Peurada 32 Ha 2.655 Jiwa
Total Jumlah 1.424 Ha 34.247 Jiwa

Sumber: BPS Kota Banda Aceh 2024.

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa Kecamatan
Syiah Kuala ini terdiri dari 3 mukim dan 10 gampong. Adapun Gampong
terluas adalah Gampong Alue Naga dengan luas wilayah 243 Ha, Gampong
terkecil sekaligus termuda dari gampong lainnya setelah terbentuknya
Kecamatan Syiah Kuala adalah Gampong Peurada dengan luas wilayah
hanya 32 Ha, Gampong Jeulingke menjadi Gampong dengan penduduk
paling banyak dengan kepadatan penduduk berjumlah 5.740 jiwa, sedangkan
Gampong Deah Raya menjadi Gampong yang jumlah penduduknya paling
sedikit dibandingkan denga Gampong lainnya yang ada di Kecamatan Syiah
Kuala denga total penduduk hanya 1.359 jiwa dan Gampong Kopelma
Darussalam dan Rukoh menjadi Gampong yang memiliki bangunan toko
terbanyak yang penulis jadikan sebagai objek penelitian dengan luas wilayah

mencapai 206 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 3.147 jiwa.”’

97 Perda Kota Banda Aceh No. 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja.
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Kecamatan Syiah merupakan salah satu Kecamatan di Kota Banda
Aceh yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983
dan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No. 8 Tahun 2000 tentang
Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan dalam Kota Banda Aceh.”®

Kecamatan Syiah Kuala sebagai salah satu Kecamatan yang memiliki
progress pembangunan yang cukup signifikan karena di wilayah ini terdapat
beberapa titik padat penduduk seperti Rukoh, Kopelma Darussalam,
Peurada, Lamgugob, dan Jeulingke disebabkan mayoritas penduduknya
merupakan pendatang baik yang berdomisili secara tetap, namun ada juga
yang temporer seperti pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat yang heterogen di wilayah ini, sebagian masyarakat
memanfaatkan tanahnya untuk mendirikan bangunan seperti ruko yang akan
di sewakan kembali untuk berdagang atau dijadikan kost, warung kopi
maupun pendirian kios-kios kecil untuk berjualan di pinggiran jalan.

Dengan prospek ekonomi yang cerah kedepannya, maka tidak sedikit
para masyarakat yang memiliki tanah membangun ruko tersebut baik untuk
digunakan pribadi untuk berjualan ataupun menyewakannya kembali kepada
orang lain dengan tujuan yang sama, maka bukan tidak mungkin adanya
pelanggaran atau pemanfaatan sempadan jalan yang berbatasan langsung
dengan lahan toko yang dibangun oleh masyarakat setempat, berangkat dari
permasalahan inilah, penulis tertarik untuk meneliti adanya pelanggaran atau
pemanfaatan batas sempadan jalan dengan lahan toko serta untuk
mengetahui secara langsung pengetahuan atau persepsi dari pemilik atau
penyewa toko tentang peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

melalui PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan dari segi konsep haq al-

98 PP No. 5 Tahun 1983, dan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No. 8 Tahun 2000
tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan dalam Kota Banda Aceh.
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murur serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemanfaatan

sempadan jalan tersebut.

B. Pemahaman Pemilik Toko di Wilayah Kecamatan Syiah Kuala
Tentang Ketentuan Batas Garis Sempadan Jalan

Sebelum mendirikan sebuah toko atau bangunan, pemilik toko harus
mengurus dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Pemilik toko dan
bangunan harus memenuhi\ syarat-syarat dalam pembangunan gedung atau
bangunan baru, hal ini bertujuan untuk menjaga pemilik toko atau usaha dan
pengguna jalan dari berbagai resiko, menjaga jarak bangunan dengan jalan,
dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menata tata ruang di setiap
wilayah.

Pembangunan bangunan gedung atau toko baru harus melalui
berbagai tahapan-tahapan dari instansi teknis yaitu Dinas PU dan Dinas
berwenang lainnya akan turun ke lapangan untuk mengecek menentukan
jarak antara bangunan dengan jalan, besaran area garis sempadan bangunan
muka dan samping dan sebagainya sebelum penerbitan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB).

Garis sempadan dibuat untuk berbagai tujuan sesuai dengan jenisnya
untuk melindungi hak orang banyak sebagai pengguna jalan dan menjamin
kepemilikan lahan pemilik toko atau bangunan dengan pemilik toko atau
bangunan lainnya ataupun dengan lahan yang dimiliki oleh pemerintah
daerah untuk infrastruktur jalan dan sebagainya. Garis sempadan terdiri dari

enam jenis, yaitu garis sempadan jalan, garis sempadan bangunan, garis jarak
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bebas samping, garis sempadan belakang bangunan, garis sempadan sungai,
dan garis sempadan pantai.”

Besarnya batas garis sempadan bangunan di setiap jalan berbeda-
beda, tergantung dari segi jenis jalannya, seperti jalan arteri primer
mempunyai batas minimum 12 meter, jalan kolektor mempunyai batas
minimal 8 sampai 10 meter, serta jalan lokal mempunyai batas minimal 4
sampai 6 meter.!0

Hal ini juga disampaikan oleh Mardansyah selaku Kabid Tata Ruang
Dinas PU Kota Banda Aceh yang menjelaskan bahwa besarnya area garis
sempadan bangunan berbeda-beda tergantung dengan klasifikasi dan
spesifikasi jalan dikawasan tersebut.!%!

Mardansyah menambahkan bahwa penentuan jarak garis sempadan
bangunan dilakukan oleh Dinas PU Kota Banda Aceh dan instansi terkait
lainnya akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan sebagai tahapan
layak atau tidaknya penerbitan IMB bagi pemilik bangunan gedung baru
dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti pembangunan
infrastruktur ke depan terkait pelebaran jalan, pelebaran trotoar untuk hak
pejalan kaki dan fasilitas umum lainnya.!%2

Pertumbuhan ekonomi yang sangat masif dari tahun ke tahun yang
dirasakan oleh masyarakat Kota Banda Aceh dan masyarakat Kecamatan
Syiah Kuala seiring dengan meningkatnya daya beli dan konsumsi
masyarakat serta pergerakan dan pertambahan penduduk yang terus
meningkat baik karena faktor kelahiran maupun perpindahan penduduk ke

Kota Banda Aceh baik untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan tinggi

9 https://id.m.wikipedia.org diakses pada 07 Desember 2024

100 RT-RW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

101 Hasil wawancara dengan Mardansyah, Kabid Tata Ruang Dinas PU Kota Banda
Aceh pada 11 Februari 2024, di Kantor Dinas PUPR, JI. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya,
Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

192 Ibid.
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di universitas dan kampus-kampus yang tersebar di Kota Banda Aceh
khususnya yang berada dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala
membutuhkan banyak ruang untuk mengakomodir pergerakan masyarakat
untuk berbagai kebutuhan dan keperluan setiap harinya.

Fenomena ini dapat dilihat secara jelas pada aktifitas masyarakat
Syiah Kuala terutama pada mobilitas penduduk di jalan raya yang umumnya
dapat ditandai dengan mudah karena keseharian masyarakat yang berkendara
menuju ke tempat kerja, ke sekolah, kampus dan ke pasar untuk
melaksanakan kewajiban dan berbagai keperluan dalam kehidupan
masyarakat masing-masing.

Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan ruang tanpa hambatan
untuk memperlancar mobilitas jalan yang dilalui oleh masyarakat. Perlu
adanya peran dan aksi yang nyata dari pemerintah untuk mengupayakan
akses dan mobilitas yang lancar bagi masyarakat dalam mencapai suatu
tujuan yang terbebas dari kemacetan, kesemrawutan, kepadatan dan
pelanggaran para pemilik toko untuk tidak menggunakan badan jalan sebagai
lahan parkir dan pendirian bangunan tambahan yang hanya menguntungkan
pemilik toko sehingga dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan
membahayakan keselamatan pengguna jalan dalam perspektif haq al-murur.

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan pada beberapa area
pertokoan di Kecamatan Syiah Kuala banyak wilayah Garis Sempadan
Bangunan (GSB) yang dimanfaatkan oleh pemilik/penyewa toko atau usaha
untuk mendirikan bangunan bahkan ada yang permanen, kios, memasang
kanopi, pemasangan kerangkeng untuk meletakkan barang, pembangunan
pagar, dan pendirian lapak jualan di area garis sempadan bangunan, sehingga
menyebabkan penyempitan ruang parkir dan mengganggu arus lalu lintas

karena ditempatkan pada sisi ruas jalan, akibatnya pengendara memarkirkan
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kendaraannya di badan jalan sehingga dapat mengganggu hak hak pengguna
jalan lainnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Zakwan, Kabid Ketertiban
dan Ketenteraman Umum Satpol PP Kota Banda Aceh menyatakan bahwa
penggunaan area garis sempadan bangunan untuk meletekkan barang
dagangan dan pendirian berbagai bangunan tambahan lainnya di depan toko
pada sejumlah ruas jalan di Kecamatan Syiah Kuala merupakan perampasan
hak pengguna jalan dan terganggunya aktivitas publik, karena banyaknya
pengendara yang akan memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang
disebabkan karena berkurangnya area parkir di zona garis sempadan
bangunan depan toko karena sudah dimanfaatkan oleh pemilik toko untuk
meletakkan barang dagangannya dengan pendirian kerangkeng maupun kios
untuk berjualan.!03

Karena pada dasarnya area garis sempadan bangunan tidak
dibenarkan untuk digunakan atau dimanfaatkan dengan tujuan fungsi
apapun, kecuali sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dan perparkiran, dan pada
bagian depan bangunan yang berada dalam area garis sempadan bangunan
tidak dibenarkan untuk melakukan penambahan luas bangunan dalam bentuk
apapun.'04

Hal ini dibenarkan oleh Mardansyah selaku Kabid Tata Ruang Kota
Banda Aceh, bahwa garis sempadan bangunan tidak ditujukan untuk
membangun bangunan dalam bentuk apapun, meletakkan barang dalam

bentuk kerangkeng, pendirian kios permanen ataupun semi permanen dan

103 Hasil wawancara dengan Zakwan, Kabid Ketertiban dan Ketenteraman Umum
Satpol PP Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Desember 2024, di kantor Satpol PP Kota
Banda Aceh, JI. Tengku Abu Lam u, Komplek Balai Kota Banda Aceh.

104 Ibid.
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untuk keperluan pribadi pemilik toko. Garis sempadan bangunan difungsikan
hanya untuk area parkir dan fasilitas umum semata.!

Pemerintah memiliki wewenang dan pertimbangan untuk tidak
memberikan izin kepada pemilik toko atau usaha dalam pemanfaatan area
garis sempadan bangunan untuk kepentingan pribadi pemilik toko atau
usaha, dikarenakan tidak sesuai dengan fungsinya lagi yang dapat melanggar
hak para pengguna jalan yang menyebabkan terjadinya kemacetan arus lalu
lintas, terganggunya ketertiban umum, menimbulkan kemudharatan bagi
lingkungan sekitar, dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan
mengurangi keindahan tata kota.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik usaha Mutiara
Kado yang bernama Syahrul Ramadhan, yang telah menyewa sebuah toko
dari tahun 2021 dengan menjual berbagai perlengkapan rumah yang
berlokasi di Jalan Utama Rukoh, Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah
Kuala, Kota Banda Aceh. Pemilik usaha Mutiara Kado mengetahui aturan
tentang batas garis sempadan bangunan ini, tetapi tidak banyak yang bisa
dilakukan karena pemilik usaha hanya sebagai penyewa toko yang tidak
bisa mengubah atau merombak toko yang bukan miliknya.!%

Pemilik usaha juga menyadari bahwa toko yang disewa telah
melanggar aturan baik dari segi hukum maupun dalam perspektif hukum
Islam dalam konsep haq al-murur yang telah mengambil hak pengguna
jalan lainnya, dikarenakan area teras dan kanopi yang dibangun berbatasan

langsung dengan jalan, sehingga tidak adanya ruang parkir bagi pelanggan,

105 Hasil wawancara dengan Mardansyah, Kabid Tata Ruang Dinas PU Kota Banda
Aceh pada 11 Februari 2024, di Kantor Dinas PU, JI. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Kec.
Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

106 Hasil wawancara dengan Syahrul Ramadhan, pemilik usha Mutiara Kado di J1.
Utama Rukoh, Rukoh, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 24 Oktober 2024.
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akibatnya pelanggan memarkirkan kendaraanya di badan jalan yang dapat
mengganggu kelancaran lalu lintas.!%’

Penggunaan garis sempadan jalan dan garis sempadan bangunan
untuk kepentingan pemilik/penyewa toko jelas telah melanggar aturan
karena mengambil hak orang lain dan sangat membahayakan pengguna
jalan baik pengendara motor dan mobil maupun pejalan kaki yang sangat
padat pada jam tertentu, dikarenakan toko yang disewa oleh pemilik usaha
berada di area pasar yang di sekeliling dan sekitaran tokonya terdapat
aktivitas pengunjung yang sangat ramai, ditambah adanya pedagang kaki
lima serta kios kios kecil yang dibangun diarea garis sempadan bangunan
dengan menjual berbagai dagangan sehingga aktivitas menjadi sangat padat
dan bahkan menjadikan kawasan Pasar Rukoh sebagai langganan macet
yang disebabkan oleh lalu lintas yang sangat ramai oleh pejalan kaki,
pengendara roda dua maupun roda empat, serta mobil barang yang antri
untuk menurunkan barang pemilik toko yang berada di area Pasar Rukoh.

Berdasarkan pengamatan penulis di Pasar Rukoh, penulis menyoroti
peran dan kontribusi Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pithak yang berkompeten jarang
melakukan pengawasan untuk menertibkan toko yang telah mengambil hak
pengguna jalan lainnya dengan memanfaatkan area garis sempadan
bangunan sebagai tempat untuk melatakkan barang dagangan atau material
lainnya, sehingga terjadinya penggunaan ruas jalan untuk ruang parkir yang
terjadi di sekitaran kawasan Pasar Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala.!0®

Hal tersebut ditegaskan oleh Muhajir, pedagang di Pasar Kelontong
Gampong Rukoh yang juga terdapat di area Kecamatan Syiah Kuala

sebagai penyewa kios di pasar ini, selama menyewa kios belum pernah

197 Ibid.
108 Hasil observasi di area Jalan Utama dan J1. Lingkar Kampus, Darussalam, Kec.
Syiah Kuala.
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mendapat sosialiasi, teguran bahkan sanksi dari pihak berwenang terkait
pelanggaran yang terdapat pada toko yang disewa, maka dari itu penyewa
toko lainnya juga tidak merasa melakukan kesalahan atau pelanggaran
karena lemahnya pengawasan dari pihak terkait.!?

Tidak dapat dipungkiri selain lemahnya pengawasan, kesadaran
masyarakat dan kepatuhan terhadap aturan juga masih sangat rendah,
Pemerintah Kota Banda Aceh perlu aksi dan pengawasan yang lebih rutin
dengan memberikan sanksi tegas atau denda yang sesuai dengan aturan
yang berlaku agar memberikan efek jera bagi pelaku pelanggar tersebut dan
tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Harusnya pemerintah harus menjadi pihak terdepan sebagai
pembuat kebijakan yang harus memberikan pemahaman dan pengetahuan
kepada masyarakat agar mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan,
lantas apa jadinya jika kebijakan yang baik ini sudah diterbitkan tetapi tidak
adanya aksi yang nyata dari pemerintah melalui dinas dan pihak terkait
dalam menjalankan peraturan tersebut.

Penulis juga mendatangi pemilik usaha Kupula Fotokopi di daerah
Lamgugob, tepatnya di jalan Teuku Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala.
Penulis mewawancarai pemilik usaha fotokopi yang bernama Attahillah,
terkait dengan pemahaman dan pengetahuan pemilik usaha tentang batas
garis sempadan jalan dengan lahan toko fotokopi.

Attahillah menyatakan tidak mengetahui aturan tentang batas garis
sempadan jalan dengan lahan toko, pemilik usaha menyatakan bahwa

pemilik usaha hanya berpedoman tentang batas lahan tokonya dengan lahan

109 Hasil wawancara dengan Mubhajir, penyewa Kios Sayur, Pasar Rukoh, di JI.
Utama Rukoh, Rukoh, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 25 Oktober 2024.
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jalan, selama tidak melewati batas lahan toko dengan lahan jalan, selaku
pemilik toko tidak merasa melakukan pelanggaran.!!?

Hal ini menurut penulis tentu keliru, karena menurut konsep haq al-
murur dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan
juga di atur di dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2010
tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda
Aceh bahwa Garis Sempadan Bangunan (GSB) tidak boleh untuk didirikan
bangunan, dikarenakan GSB tersebut berfungsi sebagai pembatas ruang, atau
jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu toko atau bangunan terhadap
lahan yang dikuasai.

Garis sempadan bangunan juga berfungsi untuk menjaga kerapian
dan ketertiban dan keteraturan toko atau bangunan, agar toko atau
bangunan tidak dibangun sembarang tempat dengan tanpa jarak aman
terhadap jalan raya dan mengganggunya mobilitas orang, menyebabkan
kemacetan arus lalu lintas, mengganggu hak pengguna jalan dan dapat
membahayakan keselamatan para pengguna jalan.

Berdasarkan pengamatan penulis di Gampong Lamgugob, penulis
melihat dan menyoroti bahwa ada beberapa toko disekitaran Jalan Teuku
Lamgugob yang membangun kios kios kecil disertai dengan kanopi yang
berbatasan langsung dengan jalan, dan menggunakan badan jalan sebagai
tempat parkir bagi pelanggan. Menurut Attahillah, hal tersebut sangat
lumrah dan mudah dijumpai disekitaran daerah Jalan Teuku Lamgugob,

bahkan juga di daerah lainnya, peristiwa tersebut terjadi dikarenakan masih

110 Hasil wawancara dengan Attahillah, pemilik usaha fotokopi Kupula di J1. Teuku
Lamgugob, Lamgugob, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 26 Oktober 2024.
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minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan batas lahan toko
dengan garis sempadan jalan.'!!

Hal senada juga disampaikan oleh seorang pemilik toko bernama
Kiran Hidayat yang membuka gerai minuman jus didepan toko miliknya
yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati, sekitaran Tugu Pena
Simpang Mesra, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kiran Hidayat selaku
pemilik toko menyampaikan bahwa ketidaktahuannya tentang berapa jarak
aman yang masih boleh digunakan untuk pendirian lapak dan bangunan
lainnya disebabkan karena tidak adanya pemberitahuan atau sosialiasi baik
secara lisan maupun tertulis dari pihak terkait tentang aturan tersebut.!!?

Pemilik toko juga mengakui bahwa adanya penambahan bangunan
berupa gerai didepan tokonya, pemilik toko merasa pembangunan gerai
tersebut tidak melanggar aturan, karena pemilik toko telah memiliki Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), maka dari itu pemilik toko tidak
mempertimbangkan berapa jarak aman yang masih boleh dimanfaatkan
oleh pemilik toko.!!3

Penulis juga mewawancarai seorang pemilik kios atau toko
kelontong Zio Berkah bernama Saifullah Nurdin yang beralamat di Jalan
Lingkar Kampus, Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala. Pemilik kios
mengaku tidak mengetahui aturan yang membahas tentang batas garis
sempadan jalan, pemilik kios hanya fokus terhadap penjualan barang tanpa
memperhatikan jarak batas aman kios dengan sempadan jalan.

Pemilik kios berpendapat jika hal itu bukan semata-mata tidak patuh
terhadap aturan yang berlaku, akan tetapi pemilik kios tidak pernah

1 Ibid.

112 Hasil wawancara dengan Kiran Hidayat, pemilik toko/kios JI. Laksamana
Malahayati, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 27 Oktober 2024.

113 Ibid.



70

mendapat pemberitahuan yang detail tentang batas jarak sempadan jalan
dengan lahan toko yang masih boleh dimanfaatkan oleh pemilik
toko/kios. !

Selama menjalani usaha, pemilik toko tidak pernah didatangi oleh
pihak berwenang untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap
pemilik kios, dan pemilik kios merasa jika toko atau kios yang dibangun
masih berada dilahan toko, dan tidak mengambil lahan jalan. Pemilik kios
menganggap jika aturan yang terlalu ketat bisa membuat para pemilik toko
merasa terbebani dan tidak bisa berkembang dalam menjalani setiap usaha
yang akan dibangun, jika ada aturan yang melarang bahwa badan jalan
tidak dibolehkan untuk digunakan sebagai tempat parkir, maka tidak ada
pelanggan yang mau berhenti dikiosnya, karena tidak ada ruang untuk
memarkirkan kendaraan, jika hal demikian terjadi, maka bisa membuat
omset penjualan pemilik kios akan berkurang.!!

Pemilik kios merasa jika zona didepan tokonya tidak melanggar
karena masih dibangun dilahan kios miliknya, terkait dengan kerangkeng
yang dibangun didepan kiosnya, pemilik kios beranggapan pendirian
kerangkeng bertujuan untuk menjaga barang dan toko agar lebih aman, dan
atap kios juga dipasang tidak melewati batas lahan toko dengan jalan, hal
tersebut diamini oleh pemilik kios jika hal tersebut masih dalam kategori
zona aman dan tidak ada yang dilanggar.!!¢

Akan tetapi hal tersebut tetap menyalahi aturan PP No. 34 Tahun
2006 tentang Jalan, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2010
tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda
Aceh dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana

114 Hasil wawancara dengan Saifullah Nurdin, pemilik toko Zio Berkah, J1. Lingkar
Kampus, Darussalam, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 28 Oktober 2024.

115 Ibid.

116 Jhid.
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Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 yang menyatakan
bahwa GSB tidak boleh dibangun bangunan apapun, karena GSB
difungsikan untuk keamanan bagi pemilik toko dan pengguna jalan,
meminimalisir resiko kecelakaan lalu lintas, menjaga keindahan tata ruang
kota dan mempertimbangkan berbagai aspek kedepan terakit dengan
perencanaan pelebaran jalan, revitalisasi atau pembangunan taman baru dan
pelebaran trotoar untuk pejalan kaki.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian penulis diwilayah
Kecamatan Syiah Kuala, masih banyak pemilik toko atau bangunan yang
seolah tidak menyadari bahkan mengabaikan aturan yang sudah jelas
diterbitkan oleh Pemkot Banda Aceh yang bahwasanya GSB hanya
difungsikan untuk fasilitas umum dan ruang parkir, bukan untuk
mendirikan bangunan tambahan dalam bentuk apapun ataupun tempat
untuk meletakkan barang.

Maka dalam hal ini pemerintah daerah melalui Satpol PP Kota
Banda Aceh harus lebih gencar dalam melakukan pengawasan, agar
masyarakat yang belum patuh dan sadar akan aturan yang berlaku dapat
diberikan ketegasan untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan demi
kemaslahatan orang banyak, jika teguran lisan dan tertulis dari pemerintah
belum cukup untuk menyadarkan masyarakat dalam mematuhi aturan,
maka harus dilakukan teguran terakhir dengan sanksi berupa penertiban dan
pembongkaran yang terdapat pada aturan yang berlaku.

Hal ini telah sesuai dengan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan,
Perwal Banda Aceh No. 44 tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan
Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda Aceh dan Qanun Kota Banda
Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Banda Aceh Tahun 2009-2029 dijelaskan bahwa pendirian bangunan
tambahan pada GSB tidak dibolehkan, termasuk kanopi yang hanya boleh
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dibangun tidak lebih dari 2 meter dari lahan toko, pemasangan kerangkeng
untuk meletakkan barang, pembangunan pagar, dan teras yang berbatasan
langsung dengan jalan, jika melewati batas maka sudah jelas pemilik toko
telah melanggar aturan yang mengatur tentang batas garis sempadan jalan
dan bangunan, dan kejadian ini dapat menggangu hak dan membahayakan
keselamatan pengguna jalan serta menimbulkan mudharat bagi orang

banyak.

C. Konsekuensi Pemanfaatan Sempadan Jalan di Wilayah Kecamatan
Syiah Kuala oleh Pemilik Toko

Pemanfaatan garis sempadan bangunan sangat marak terjadi di
Kecamatan Syiah Kuala, sebagian besar dilakukan oleh pemilik toko yang
memiliki usaha dengan mendirikan berbagai bentuk bangunan tambahan,
pemasangan kanopi yang berkonstruksi tiang, pembangunan teras dan pagar
yang tidak sesuai aturan, pemasangan kerangkeng untuk tempat meletakkan
barang dan mendirikan bangunan permanen ataupun semi permanen di area
GSB depan toko atau bangunan miliknya.

Penetapan garis sempadan bangunan di wilayah perencanaan
mempertimbangkan fungsi jaringan jalan dan fungsi kegiatannya. Rencana
besaran garis sempadan bangunan di samping ditentukan berdasarkan lebar
ruang milik jalan (rumija), juga ditetapkan berdasarkan fungsi jaringan jalan
dan fungsi kawasan yang dilaluinya. Pada kawasan pusat kota atau pusat
perdagangan dan jasa, garis sempadan bangunan yang ditetapkan adalah 2
meter karena terbatasnya luas lahan, sehingga kegiatan perparkiran
diarahkan pada lantai dasar bangunan (basement).'!’

Pada kawasan-kawasan tertentu apabila lebar jaringan jalan lebih

besar dari 8 meter, maka garis sempadan bangunan depan minimum dapat

117 RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.
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juga ditetapkan sebesar setengah lebar jalan ditambah satu meter (setengah
rumija + 1 m), akan tetapi pada muka bangunan untuk pertokoan pada
kawasan pasar dan pusat perdagangan yang berada pada jalan arteri,
kolektor, dan lokal minimum 2 (dua) meter dari batas rencana ruang milik
jalan.!18

Pemanfaatan area garis sempadan bangunan sangat marak terjadi di
Kecamatan Syiah Kuala, sebagian besar dilakukan oleh pemilik toko yang
memiliki usaha dengan mendirikan berbagai bentuk bangunan tambahan,
pemasangan kanopi yang melebihi 2 meter, pembangunan teras yang pagar
yang tidak sesuai aturan, pemasangan kerangkeng dan bahkan pembangunan
bangunan permanen ataupun semi permanen di area GSB depan toko atau
bangunan miliknya, hal ini tentu telah melanggar aturan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Zakwan selaku Kabid
Ketertiban dan Ketenteraman Umum Satpol PP Kota Banda Aceh juga
menjelaskan bahwa area garis sempadan bangunan tidak boleh dibangun
untuk bangunan apapun, meletakkan barang, material bangunan ataupun
untuk keperluan pribadi dari pemilik toko, karena garis sempadan bangunan
hanya diperuntukkan sebagai ruang untuk parkir dan fasilitas umum. Akan
tetapi masih dibolehkan untuk pemasangan kanopi dari dinding luar
bangunan sepanjang 2-2,5 meter tanpa berkonstruksi tiang.!'!®

Hal ini dibenarkan oleh Mardansyah selaku Kabid Tata Ruang Kota
Banda Aceh, bahwa area garis sempadan bangunan tidak ditujukan untuk
membangun bangunan dalam bentuk apapun, meletakkan barang dalam

bentuk kerangkeng, pendirian kios permanen ataupun semi permanen dan

118 Ibid.

119 Hasil wawancara dengan Zakwan, Kabid Ketertiban dan Ketenteraman Umum
Satpol PP Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Desember 2024, di kantor Satpol PP Kota
Banda Aceh, JI. Tengku Abu Lam u, Komplek Balai Kota Banda Aceh.
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untuk keperluan pribadi pemilik toko. Garis sempadan bangunan difungsikan
hanya untuk area parkir dan fasilitas umum semata.'?°

Menurut Syahrul Ramadhan, selaku penyewa toko yang memiliki
usaha pecah belah di Pasar Rukoh, membenarkan bahwa area garis
sempadan bangunan hanya difungsikan untuk ruang parkir dan untuk
kepentingan pembangunan fasilitas umum, tidak diperbolehkan untuk
meletakkan barang dagangan di area garis sempadan bangunan, maupun
pendirian bangunan lainnya yang dapat mengganggu hak-hak pengguna jalan
lainnya.!?!

Hal ini juga di amini oleh Attahillah, selaku pemilik toko fotokopi di
Lamgugob, selaku pemilik toko hanya bisa mengikuti apa yang telah
ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan penetapan area sempadan yang
tidak dibenarkan untuk mendirikan kios, pemasangan kanopi yang melebihi
2 meter, dah pembangunan kerangkeng untuk meletakkan barang. Pemilik
toko mengakui telah melanggar aturan garis sempadan bangunan, karena
telah menyewakan lahan sempadan untuk orang lain berjualan dengan
mendirikan kios kecil didepan toko miliknya. Penyewaan lahan dan
mendirikan kios untuk berjualan tentu telah melanggar aturan, karena telah
mengganggu hak pengguna jalan lainnya, maka dari itu sampai saat ini
pemilik toko tidak pernah lagi menyewakan lahan GSB kepada orang lain.

Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan kewenangan kepada
Camat selaku perpanjangan tangan dari Pemkot Banda Aceh untuk
memberikan teguran kepada pemilik/penyewa toko atau pemilik usaha yang

melanggar aturan sesuai dalam Pasal 2 Peraturan Walikota No. 38 Tahun

120 Hasil wawancara dengan Mardansyah, Kabid Tata Ruang Dinas PU Kota Banda
Aceh pada 11 Februari 2024, di kantor Dinas PU, JI. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Kec.
Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

121 Hasil wawancara dengan Syahrul Ramadhan, pemilik usaha Mutiara Kado di J1.
Utama Rukoh, Rukoh, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 24 Oktober 2024.
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2010 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota kepada Camat
dinyatakan bahwa:

1. Dengan Peraturan Walikota ini sebahagian kewenangan Walikota
dilimpahkan kepada Camat.
2. Sebahagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup 6 (enam) bidang, yaitu:
a. Bidang penertiban;
b. Bidang pembinaan pemerintahan mukim dan gampong;
c. Bidang pendidikan dasar;
d. Bidang kesehatan;
e. Bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan
f. Bidang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).!2?
Dalam Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2010

disebutkan bahwa pelimpahan kewenangan bidang penertiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a, meliputi:

a. Pemberian rekomendasi IMB sesuai advice planning dari Dinas
Pekerjaan Umum (PU) serta pengawasan yang disertai dengan
melakukan teguran secara tertulis terhadap pembangunan yang
tidak memiliki atau menyalahi aturan IMB.

b. Pengawasan dan penertiban kepada pemilik toko atau bangunan
yang menempatkan material pada badan jalan.!??

Pemberian surat teguran dilakukan secara bertahap, surat teguran I
diberikan kepada setiap pemilik/penyewa toko atau pemilik usaha yang
melanggar garis sempadan bangunan diseluruh Kota Banda Aceh
khususnya pada Kecamatan Syiah Kuala dengan tempo paling lama 15 hari
untuk melakukan penertiban, baik itu membongkar atau menyesuaikan
sendiri bangunannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Apabila surat teguran tahap 1 tersebut tidak diindahkan oleh
pemilik/penyewa toko atau pemilik usaha untuk menertibkan atau

menyesuaikan bangunan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Dinas

122 Pasal 2 Perwal No. 38 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebahagian
Kewenangan Walikota kepada Camat.
123 Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2010.
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PU akan mengeluarkan surat teguran II kepada pemilik/penyewa toko.!?*
Surat teguran ini sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Walikota Banda Aceh
No. 44 Tahun 2010 tentang Rencana Teknis Penataan Bangunan di Wilayah
Kota Banda Aceh.

Pembongkaran akan dilakukan jika Walikota Banda Aceh
mengeluarkan surat perintah pembongkaran yang akan dilakukan oleh
Pihak Satpol PP Kota Banda Aceh yang juga melibatkan pihak Kecamatan
Syiah Kuala serta. Peran Satpol PP Kota Banda Aceh sebagai pelaksana
penertiban dan pembongkaran terhadap pelanggaran terhadap area
sempadan pastinya memiliki tantangan, hambatan dan resiko tersendiri dari
pemilik toko dan bangunan yang merasa dirugikan imbas penertiban dan
pembongkaran terhadap tokonya.'>>

Tindak lanjut dari tahapan yang dilakukan oleh Pihak Kecamatan
yang berkoordinasi dengan Dinas PU Kota Banda Aceh terkait dengan
pelanggaran garis sempadn bangunan yang terjadi akan dibawa dan
dilaporkan ke Satpol PP Kota Banda Aceh sebagai pihak yang memiliki
wewenang didalam penertiban dan pembongkaran terkait dengan
pelanggaran area garis sempadan bangunan yang dilakukan oleh pemilik
toko atau bangunan dan pemilik usaha, Satpol PP Kota Banda Aceh
merupakan penegak Peraturan Daerah dan Penegak Peraturan Kepala
Daerah sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP.!26

Zakwan selaku Kabid Ketertiban dan Ketenteraman Umum Satpol
PP Kota Banda Aceh memaparkan bahwa dampak dari penyalahgunaan
area GSB oleh pemilik toko yang tidak bertanggung jawab adalah

terjadinya penyempitan ruang parkir, karena pengendara akan memarkirkan

124 Pasal 22 Peraturan Walikota Banda Aceh No. 44 Tahun 2010 tentang Rencana
Teknis Penataan Bangunan di Wilayah Kota Banda Aceh.

125 Ibid.

126 Ibid.



77

kendaraannya di ruas atau badan jalan karena, hal inilah yang dapat
menyebabkan terganggunya arus lalu lintas dan kemacetan, maka dalam hal
ini Satpol PP Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab dan wewenang
untuk melakukan berbagai kegiatan seperti pencegahan, pengawasan seperti
teguran lisan dan tertulis bahkan sanksi berupa penertiban dan
pembongkaran jika terdapat pelanggaran terhadap pemanfaatan area GSB.
127

Hal ini disetujui oleh pemilik usaha di kawasan Lingkar Kampus,
Darussalam bernam Saifullah Nurdin, jika area garis sempadan bangunan
digunakan untuk keperluan lain pemilik toko, maka akan terjadinya
penumpukan kendaraan yang parkir di bahu jalan dan dapat menyebabkan
terganggunya kelancaran lalu lintas. Jika melihat tokonya, Saifullah Nurdin
tentu merasa telah melanggar aturan terkait garis sempadan bangunan,
karena letak sempadan tokonya yang berbatasan langsung dengan jalan, hal
ini terjadi karena tokonya telah lama terbangun dan belum menyesuaikan
dengan aturan garis sempadan bangunan terbaru, pihaknya akan mengurus
kembali Izin Mendirikan bangunan (IMB) untuk menyesuaikan aturan
tentang berapa jarak aman garis sempadan bangunan depan tokonya dengan
jalan,128

Jika melihat di setiap kawasan yang ada di Kecamatan Syiah Kuala
ini, memang terdapat banyak toko yang sudah lama terbangun dan masih
berpedoman kepada aturan IMB sejak masa awal pembangunan toko atau
bangunannya, maka dari itu setiap pemilik toko atau bangunan harus

mengurus kembali IMB untuk menyesuaikan dengan toko dan bangunan

127 Hasil wawancara dengan Zakwan, Kabid Ketertiban dan Ketenteraman Umum
Satpol PP Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Desember 2024, di kantor Satpol PP Kota
Banda Aceh, JI. Tengku Abu Lam u, Komplek Balai Kota Banda Aceh.

128 Hasil wawancara dengan Saifullah Nurdin, pemilik toko Zio Berkah, J1. Lingkar
Kampus, Darussalam, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 28 Oktober 2024.
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yang telah menerapkan aturan terbaru tentang jarak batas bangunan dengan
jalan.

Hal ini dipertegas oleh Mardansyah, Kabid Tata Ruang Dinas PU
Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa setiap bangunan lama harus
mengurus kembali IMB nya, agar bisa menyesuaikan dengan bangunan
baru agar tata ruang menjadi lebih rapi dan tertib.'?°

Hal ini tentu menjadi tantangan sendiri bagi pihak Satpol PP Kota
Banda Aceh yang membidangi bagian Ketertiban dan Ketenteraman
Umum, Zakwan menegaskan Satpol PP mempunyai wewenang dalam
pengawasan terkait dengan bangunan yang melanggar area GSB, karena
pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh tidak
dilakukan setiap hari, pihaknya melakukan koordinasi dengan Camat di
setiap Kecamatan ada di Kota Banda Aceh dan dengan seluruh masyarakat
untuk melaporkan baik melalui Camat ataupun langsung datang ke Kantor
jika menemukan toko atau bangunan yang menggunakan area GSB yang
dapat mengganggu hak pengguna jalan lainnya.'3°

Terkait pengawasan dilapangan yang dilakukan oleh Satpol PP
Kota Banda Aceh, Zakwan menegaskan bahwa pengawasan tidak cukup
dilakukan oleh pihaknya saja, diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan
masyarakat yang berada di setiap Gampong atau Kecamatan yang
ditempati, agar pengawasan dan penindakan dapat dilakukan secara
maksimal, karena tidak dapat dipungkiri bahwa peran masyarakat sangat
besar dalam pengawasan ini. Pihak Satpol PP Kota Banda Aceh selalu

memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang melapor

129 Hasil wawancara dengan Mardansyah, Kabid Tata Ruang Dinas PU Kota Banda
Aceh pada 11 Februari 2024, di Kantor Dinas PU, Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Kec.
Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

130 Hasil wawancara dengan Zakwan, Kabid Ketertiban dan Ketenteraman Umum
Satpol PP Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Desember 2024, di kantor Satpol PP Kota
Banda Aceh, JI. Tengku Abu Lam u, Komplek Balai Kota Banda Aceh.
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dalam konteks kewenangan Satpol PP Kota Banda Aceh, pihaknya selalu
mengutamakan kegiatan yang menjadi urgensi dan harus diselesaikan
secepatnya atas laporan yang diterima.!3!

Selaku Kabid yang membidangi bagian Ketertiban dan
Ketenteraman Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, Zakwan memberikan
penjelasan bahwa jika memang terjadi pelanggaran GSB yang dilaporkan
oleh masyarakat atau pihak Kecamatan, maka Satpol PP Kota Banda Aceh
akan berkoordinasi dengan Dinas PU Kota Banda Aceh dan pihak
Kecamatan Syiah Kuala untuk terjun langsung ke lapangan untuk
melakukan pengecekan dan jika diperlukan untuk memberikan teguran
lisan, jika memang teguran lisan tidak dipatuhi oleh pemilik toko, maka
akan diberikan teguran tertulis untuk segera menertibkan bangunannya oleh
pemilik toko sendiri, dengan rentang waktu dari teguran lisan dan tertulis
13 hari sebelum dilakukannya pemanggilan, dan apabila dalam kurun
waktu 13 hari pemilik toko masih melanggar dengan tidak menertibkan
bangunannya, maka pihak Satpol PP akan melakukan pemanggilan
terhadap pemilik toko yang bersangkutan.!3?

Setelah proses pemanggilan selesai dilakukan, maka Satpol PP
akan mengeluarkan surat perjanjian yang harus ditanda tangani diatas
materai oleh pemilik toko yang bersangkutan dengan kompensasi waktu 14
hari untuk menertibkan bangunannya sendiri, jika pemilik toko masih
belum menertibkan atau membongkar sendiri bangunannya yang melanggar

area GSB dalam kurun waktu 14 hari, maka pihak Satpol PP Kota Banda

131 Ibid.
132 Ibid.
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Aceh yang berkoordinasi dengan Dinas PU Kota Banda Aceh dan Pihak
Kecamatan Syiah Kuala akan melakukan penertiban dan pembogkaran.'33

Konsekuensi yang diterima pemilik toko dan bangunan maupun
pemilik usaha yang melanggar area sempadan jalan mendapatkan
kompensasi waktu, kesadaran, kemauan dan bahkan kepatuhan untuk
menertibkan sendiri toko atau bangunannya yang melanggar dari pihak
Satpol PP Kota Banda Aceh sebelum benar-benar dilakukan
pembongkaran.

Hal ini tentu disadari oleh dan ditanggapi oleh Kiran Hidayat
selaku pemilik usaha minuman jus yang berada di kawasan Jeulingke,
pemilik usaha ini memberikan tanggapan terkait konsekuensi yang diterima
jika usahanya dinyatakan melanggar oleh Satpol PP, menyatakan bahwa
sebelum dilakukan teguran tertulis oleh Satpol PP, maka pemilik usaha
akan secepatnya untuk melakukan perbaikan atau menertibkan sendiri kios
dagangannya, hal ini bertujuan untuk mematuhi akan aturan yang berlaku
agar tidak terjadinya pembongkaran oleh Satpol PP Kota Banda Aceh.!34

Hal ini juga ditanggapi oleh Syahrul Ramadhan, penyewa toko ini
menyatakan bahwa jika toko yang disewanya didatangi dan dinyatakan
melanggar oleh pihak Satpol PP Kota Banda Aceh, maka penyewa toko
harus melaporkan terlebih dahulu ke pemilik toko, karena Syahrul sebagai
penyewa tidak mempunyai kewenangan penuh dalam perombakan atau
penambahan toko dalam bentuk apapun kecuali sudah mendapat izin dari
pemilik toko, hal ini sudah sesuai dengan perjanjian awal antara penyewa
dengan pemilik toko, bahwasanya penyewa toko hanya menyewa toko

untuk menjual barang dagangannya, sedangkan untuk urusan perbaikan,

133 Hasil wawancara dengan Zakwan, Kabid Ketertiban dan Ketenteraman Umum
Satpol PP Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Desember 2024, di kantor Satpol PP Kota
Banda Aceh, JI. Tengku Abu Lam u, Komplek Balai Kota Banda Aceh.

134 Hasil wawancara dengan Kiran Hidayat, pemilik toko/kios JI. Laksamana
Malahayati, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 27 Oktober 2024.
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perombakan, penambahan maupun penertiban menjadi kewenangan dari
pemilik toko.!33

Maka dari itu sebagai penyewa toko, Syahrul tidak bisa untuk
memberikan pendapat lebih konkrit, karena Syahrul hanya sebagai penyewa
toko. Jika memang tokonya dinyatakan melanggar, maka penyewa toko
akan segera melaporkan kepada pemilik toko untuk ditertibkan sebelum
diberikan teguran kedua atau teguran tertulis, penyewa toko meyakini
bahwa pemilik toko akan menertibkannya sendiri dan tidak akan ambil
resiko dengan membiarkan pihak Satpol PP sendiri yang akan
menertibkannya.

Pada dasarnya, pihak Satpol PP Kota Banda Aceh tidak serta merta
melakukan penertiban dan pembongkaran, ada tahapan dan proses panjang
dengan melakukan teguran lisan, tertulis, sampai pemanggilan dan
membuat surat perjanjian dengan pemilik toko yang bersangkutan untuk
menertibkan sendiri bangunannya, sebelum sampai ke tahap tidak ada
kompensasi lagi bagi pemilik toko yang masih mengabaikan kesepakatan
diatas surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan
telah sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum tertuang 12 (dua belas) tertib, termasuk salah satunya
tertib bangunan.!3¢

Oleh karena itu, penertiban dan pembongkaran dilakukan oleh
Satpol PP Kota Banda Aceh yang melibatkan Dinas PU selaku pihak yang
berwenang dalam hal bangunan dan Pihak Kecamatan selaku perpanjangan

tangan dari Walikota Banda Aceh yang diberi pelimpahan kewenangan dari

135 Hasil wawancara dengan Syahrul Ramadhan, pemilik usaha Mutiara Kado di J1.
Utama Rukoh, Rukoh, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 24 Oktober 2024.

136 Hasil wawancara dengan Zakwan, Kabid Ketertiban dan Ketenteraman Umum
Satpol PP Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Desember 2024, di kantor Satpol PP Kota
Banda Aceh, JI. Tengku Abu Lam u, Komplek Balai Kota Banda Aceh.
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walikota kepada Camat, nantinya pihak Kecamatan akan memberitahu
terlebih dahulu kepada Kepala Desa di Kecamatan Syiah Kuala, bahwa
akan adanya penertiban dan pembongkaran yang akan dilakukan oleh pihak
Satpol PP Kota Banda Aceh serta disaksikan oleh pihak dari Desa setempat
terhadap toko dan bangunan yang melanggar aturan batas garis sempadan
jalan di Kecamatan Syiah Kuala. Tujuannya untuk mengamankan
penerapan aturan berupa penertiban dan pembongkaran toko dan bangunan
yang melanggar agar berjalan dengan lancar dan tidak terjadinya hal hal

yang tidak diinginkan.

D. Tinjauan Konsep Haq Al-Murur dan PP No. 34 Tahun 2006
Terhadap Pemanfaatan Sempadan Jalan oleh Pemilik Toko

Fenomena pemanfaatan garis sempadan jalan dan garis sempadan
bangunan sudah marak terjadi, dan sebagian besar dilakukan oleh
pemilik/penyewa toko dan pemilik usaha untuk keperluan dan kepentingan
pribadi. Penggunaan lahan umum ini tentunya bertentangan dengan hukum
Islam dalam konsep haq al-murur yang merupakan hak bagi setiap orang
untuk menggunakan jalan baik itu jalan umum maupun khusus untuk
dilewati meskipun itu adalah lahan atau tanah milik orang lain.'3’

Wahbah Az-Zuhaili memaparkan bahwa haq al-murur merupakan
hak seseorang untuk sampai ke suatu tujuan baik dalam bentuk lahan/tanah,
kebun atau rumah melewati sebuah lahan atau jalan baik berupa lahan/jalan
khusus maupun lahan/jalan umum.!33

Bentuk-bentuk hagq al-murur terbagi menjadi dua yaitu hak guna
jalan umum dan hak guna jalan khusus milik pribadi, menurut Wahbah Az-

Zuhaili, dalam perspektif hukum Islam jalan umum adalah jalan milik

137 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 86.
138 Wahbah Az-Zuhaili, Fighul Islam Wa Adhillatuhu, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani
dan Darul Fikr, 2007), hlm. 557.
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bersama yang boleh dilewati oleh semua orang dengan syarat tidak
mengganggu hak dan menimbulkan mudharat bagi pengguna jalan lainnya,
sedangkan jalan khusus adalah jalan milik pribadi, akan tetapi pemilik jalan
khusus tidak boleh melarang pengguna jalan untuk melewati jalan khusus
tersebut, karena merupakan hak semua orang untuk sampai ketujuan baik
melewati jalan umum maupun jalan khusus/pribadi.'3°

Jika dilihat dari pernyataan diatas, bahwasanya jalan dikawasan
Kecamatan Syiah Kuala merupakan Jalan Umum yang boleh dilalui dan
dilewati oleh semua orang selama tidak mengganggu kenyamanan dan
merugikan hak pengguna jalan lainnya yang juga menggunakan jalan
tersebut untuk beraktifitas dan sebagai sarana yang digunakan untuk sampai
ketujuan.

Pada dasarnya, fungsi dari haq al-murur adalah hak setiap orang
untuk melewati lahan atau jalan umum tanpa adanya hambatan apapun
untuk sampai ke tempat tujuan dengan tidak mengganggu dan
menimbulkan mudharat bagi pengguna jalan lainnya. Hak ini
menggambarkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk
melintasi atau melalui setiap lahan atau jalan baik umum maupun pribadi
tanpa adanya gangguan dari pemilik lahan.

Berkenaan dengan penggunaan lahan umum atau tenah sempadan
yang dilakukan oleh pemilik toko atau pemilik usaha didepan tokonya, hal
ini tentu telah melanggar setiap hak orang lain untuk melintasi lahan atau
jalan tersebut, karena terdapat berbagai hambatan dalam bangunan yang
didirikan didepan toko para pemilik toko. Dengan mendirikan berbagai
bentuk bangunan tambahan didepan tokonya, seperti pemasangan kanopi

yang melebihi 2 meter dengan berkonstruksi tiang, pemasangan kerangkeng

139 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm
21.
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tempat peletakan barang dagangan, mendirikan kios atau bangunan
permanen ataupun semi permanen, membuat pagar dalam bentuk konstruksi
besi atau semen, dan menggunakan area sempadan depan tokonya hanya
untuk pelanggannya saja, hal ini tentu bertentangan dengan konsep haq al-
murur. Dalam konsep haq al-murur dijelaskan bahwasanya lahan atau jalan
umum yang merupakan lahan milik negara berhak untuk digunakan atau
dilintasi oleh setiap orang, dan tidak dibenarkan untuk dimanfaaatkan oleh
kalangan individu atau kelompok tertentu saja.

Namun realitanya yang terjadi dilapangan dapat dikatakan bertolak
belakang dengan konsep haq al-murur yang seharusnya setiap orang yang
menggunakan lahan atau jalan umum harus menghargai dan menghormati
hak-hak pengguna jalan lainnya. Akan tetapi yang penulis lihat masih
banyaknya para pemilik toko dan pemilik usaha yang seakan enggan
memperhatikan hak orang lain, pemilik toko ini seakan menganggap lahan
didepan toko mereka merupakan hak dan milik perseorangan dari pemilik
toko tersebut.

Padahal sebelum mendirikan dan mendapatkan Izin Mendirkan
Bangunan (IMB), pemilik toko sudah diberitahu bahwa tanah atau lahan
yang berada didepan tokonya dengan jarak minimum 5 meter dari jalan
merupakan hak untuk publik. Hal ini juga tergantung dan disesuaikan dari
kawasan dan wilayah tempat bangunan pemilik toko berada.!4?

Akan tetapi pemilik toko tetap saja mengabaikan aturan dan lebih
memilih untuk tetap memanfaatkan lahan sempadan untuk kepentingan
pemilik toko sendiri. Hal ini tentu dapat menyebabkan Ruang Milik Jalan
(Rumija) menjadi sempit sehingga timbul permasalahan sosial diantara
kalangan masyarakat yang melintas karena telah merampas hak orang lain

dan membahayakan keselamatan orang lain dalam beraktifitas.




85

Hal ini berkaitan dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan
Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Kami berhenti pada benteng
sinan di Kota Romawi, setelah itu orang-orang mempersempit rumah-
rumah pengungsian yang ada dan mereka menutup jalan untuk membangun
perumahan. Mu’az berkata: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami
pernah berperang bersama Rasulullah, pada saat itu orang-orang
mempersempit jalan-jalan yang ada, maka Rasulullah menyeru barangsiapa
yang mempersempit rumah-rumah dan menutup jalan, maka tidak ada jihad
baginya”!4!

Berdasarkan hadist tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya
larangan menutup jalan dan mengalihkan fungsi dan pemanfaatan jalan.
Hadis terebut juga menjelaskan bahwa di wiliayah Kota Roma pada
dulunya sebagian jalan beralih fungsi menjadi lahan untuk pembangunan
rumah. Peristiwa tersebut tentu mengganggu dan merugikan hak orang lain
sebagai pengguna jalan.

Begitu juga halnya dengan pemilik/penyewa toko di kawasan
Kecamatan Syiah Kuala yang menggunakan dan memanfaatkan garis
sempadan jalan dan bangunan serta ruas jalan untuk keperluan pribadi
pemilik toko dan usaha yang melakukan pemasangan kanopi dan
kerangkeng sebagai tempat untuk meletakkan dan menyimpan barang serta
pendirian lapak, kios, atau bangunan lainnya yang dapat mengganggu dan
merugikan hak pengguna jalan lainnya, mempersempit ruang jalan dan
parkir, membahayakan keselamatan dan kenyamanan pengendara dan
pejalan kaki, menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, serta menimbulkan

mudharat lainnya bagi orang lain.

141 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, Cet: 2, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2006), him. 149.
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Pemanfaatan area sempadan jalan yang juga sebagai lahan umum ini
tentu telah merampas hak-hak pengguna jalan lainnya yang melewati jalan
tersebut, dikarenakan pemilik toko dan pemilik usaha tidak memikirkan dan
telah berbuat zalim dengan membangun berbagai bentuk bangunan didepan
tokonya yang dapat menimbulkan mudharat bagi pengguna jalan. Pemilik
toko tidak memikirkan bagaimana resiko yang diterima oleh pengguna
jalan, baik itu pejalan kaki maupun pengendara, dapat dipastikan bahwa
penggunaan sempadan jalan ini telah mempersempit ruang parkir, ruang
gerak pengguna jalan, memperburuk tata kota dan lingkungan, mengganggu
kelancaran lalu lintas, menyebabkan kemacetan, bahkan beresiko terjadinya
kecelakaan.

Hal ini disebabkan karena ulah dari para pemilik toko yang sesuka
hati mengambil hak orang lain dengan menambah dan mengembangkan
area depan tokonya, sehingga tidak ada lagi ruang parkir yang mencukupi
sehingga pengendara terpaksa untuk memarkirkan kendaraannya dibahu
jalan, hal ini tentu menimbulkan mudharat dan dapat membahayakan
keselamatan dan keamanan orang lain sebagai pengguna jalan.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai
hak dalam menggunakan dan memanfaatkan jalan atau sempadan jalan
untuk mendirikan bangunan dalam bentuk apapun. Tetapi ada beberapa
syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan atau pemilik toko, yaitu:

a. Tidak menimbulkan mudharat

Dalam hal pemanfaatan sempadan jalan tidak boleh menggangu dan
merugikan hak pengguna jalan lainnya, misalnya mengakibatkan
penyempitan ruas jalan sehingga terjadinya kemacetan dan bahkan dapat

membahayakan keselamatan para pengguna jalan, maka hal tersebut tidak

boleh dilakukan.
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Ulama Syafi’iyyah menjelaskan bahwa setiap orang yang melewati
jalan umum tidak boleh melakukan suatu hal atau kegiatan yang dapat
mengganggu, merugikan dan menimbulkan mudharat bagi pengguna jalan
lainnya. Karena jalan umum merupakan milik bersama dan setiap orang
berhak menggunakan dan melewati jalan umum dengan syarat tidak
merugikan hak hak pengguna jalan lainnya.!4?

Oleh sebab itu, para pemilik toko dan usaha tidak boleh mendirikan
bangunan, kios atau lapak pada area GSB dan GSJ, memasang kanopi yang
melewati batas lahan toko serta penggunaan badan jalan untuk dijadikan
sebagai lahan parkir bagi pelanggan. Seperti yang tertera didalam sebuah
kaidah yang berbunyi:

N e

-

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan (mudharat)
diri sendiri ataupun orang lain”

Dari sini dapat kita ketahui bahwa dharar (melakukan sesuatu yang
dapat menimbulkan mudharat) dilarang didalam syari’at. Oleh karena itu,
haram bagi seorang muslim melakukan sesuatu yang dapat membahayakan
atau menimbulkan mudharat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Pada situasi jalan di Kecamatan Syiah Kuala, banyak kita jumpai
pemilik toko dan usaha yang mempraktekkan perilaku yang tidak baik,
tidak memikirkan hak pengguna jalan lainnya dan terkesan egois dalam
menggunakan garis sempadan bangunan untuk dimanfaatkan meletakkan
berbagai barang dan mendirikan berbagai bentuk bangunan, hal ini tentu

harus menjadi perhatian pemerintah dalam menegakkan dan menjalan

142 Wahbah Az-Zuhaili, Fighul Islam Wa Adhillatuhu, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani
dan Darul Fikr, 2007), hlm 558.
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regulasi dan aturan yang mengatur tentang batas garis sempadan jalan dan
bangunan yang bebas dari berbagai bentuk bengunan dan material apapun.

b. Mendapatkan izin dari pemerintah

Hal yang harus dilakukan oleh pemilik toko dan usaha yang ingin
menggunakan area sempadan untuk berbagai keperluan pemilik toko dan
usaha, salah satunya adalah dengan mendapatkan izin dari pemerintah.

Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa jika tidak mengganggu hak-
hak pengguna jalan lainnya dan tidak membahayakan keselamatan orang
lain, maka di perbolehkan untuk memanfaatkan area sempadan jalan dan
bangunan asalkan telah mendapatakan izin dari pemerintah.'*¥* Sedangkan
menurut Muhammad Abu Yusuf, Ulama Syafi’iyyah dan Ulama Hanabillah
tidak perlu mendapatkan izin dari pemerintah.!'#*

Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW. “Barangsiapa terlebih
dahulu sampai pada sesuatu yang sebelumnya tidak ada seorang muslim
yang lebih dahulu sampai pada sesuatu itu, maka dia merupakan orang yang
paling berhak terhadap sesuatu itu”.

Pemanfaatan garis sempadan jalan dan bangunan menurut sudut
pandang hukum juga telah di atur di berbagai regulasi dan kebijakan
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang secara sinkron
memandang hal ini menjadi urgensi untuk di perbaiki dan di kelola dengan
baik karena menyangkut hidup orang banyak.

Pemanfaatan GSJ dan GSB telah di atur di beberapa regulasi dan
aturan di antaranya PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan
Walikota Banda Aceh Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan
Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda Aceh dan Qanun Kota Banda
Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

143 Wahbah Az-Zuhaili, Fighul Islam Wa Adhillatuhu, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani
dan Darul Fikr, 2007), hlm. 558
144 Ibid.
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Banda Aceh Tahun 2009-2029 yang menyatakan bahwa GSJ dan GSB
merupakan area yang tidak boleh dimanfaatkan untuk mendirikan berbagai
bentuk bangunan, baik untuk pemasangan kanopi, kerangkeng tempat
barang, pagar, teras, kios dan material bangunan lainnya yang dapat
mengganggu dan merugikan hak-hak pengguna jalan lainnya dan
menimbulkan mudharat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pemerintah telah membuat regulasi dan aturan tentang fungsi jalan
yang sudah diatur dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam hal
ini pemerintah telah membuat ketentuan secara konkrit untuk dijalankan
oleh Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dengan melakukan himbauan,
sosialisasi, pengawasan serta penindakan terkait dengan pemanfaatan garis
sempadan jalan dan garis sempadan bangunan oleh pemilik/penyewa toko
yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sehingga mengakibatkan
terganggunya hak-hak pengguna jalan lainnya dan terhambatnya kelancaran
lalu lintas.

Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena rendahnya tingkat
kesadaran atas kepatuhan masyarakat dalam menaati aturan yang sudah
ditetapkan serta juga minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak
berwenang untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada
pemilik/penyewa toko khususnya yang banyak menggunakan dan
memanfaatkan sempadan jalan untuk berbagai hal, seperti pendirian
berbagai bentuk bangunan baik permanen maupun tidak, pemasangan
kanopi dan kerangkeng untuk tempat barang, pembangunan pagar, teras
serta menaruh berbagai barang dan material bangunan lainnya.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa pemilik
toko di Kecamatan Syiah Kuala, mereka memiliki pendapat yang berbeda-
beda, seperti memang kurangnya pemahaman tentang area yang masih

boleh dimanfaatkan atau tidak, ada pemilik toko yang merasa tidak
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melanggar dan masih mengganggap lahan depan tokonya masih dalam
kategori wajar untuk digunakan, dan ada juga yang berpedapat terpaksa
untuk memanfaatkan karena keterbatasan dan sempitnya lahan dan
sebagainya.

Setelah melihat fakta dilapangan, penulis dapat menggambarkan
bahwa bertolak belakangnya fakta dengan konsep haq al-murur dan telah
melanggar ketentuan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan
Walikota Banda Aceh No. 44 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan
Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda Aceh dan Qanun Kota Banda
Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Banda Aceh Tahun 2009-2029, sehingga pemanfaatan dan penggunaan
lahan atau tanah umum untuk kepentingan pribadi pemilik toko dan
kelompok tertentu merupakan perbuatan yang menzalimi orang lain,

menimbulkan mudharat dan tentunya telah melawan hukum.



BAB EMPAT
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis
lakukan dan telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab
terakhir ini penulis membuat pembahasan sebagai kesimpulan untuk
memformulasikan substansi sesuai dengan permasalahan yang telah
dipaparkan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai
berikut:

1. Pemahaman pemilik toko tentang ketentuan batas area sempadan
dengan lahan toko masih rendah. Hal ini terjadi karena masih
kurangnya kesadaran dan minimnya pemahaman sehingga terjadi
pelanggaran batas lahan toko yang masih boleh untuk dimanfaatkan
dan yang tidak boleh dimanfaatkan, sehingga masih banyak pemilik
toko di Kecamatan Syiah Kuala yang menggunakan lahan didepan
area tokonya untuk keperluan pribadi. Padahal didalam aturan
menyatakan bahwa tanah sempadan merupakan hak untuk publik,
pemilik toko tidak diperbolehkan untuk membangun bangunan dalam
bentuk apapun, manaruh barang dagangan maupun untuk keperluan
lainnya karena dapat mengganggu dan menimbulkan mudharat bagi
pengguna jalan.

2. Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai langkah-
langkah dalam mengatur zona aman tanah sempadan yang dilakukan
oleh Camat, Satpol PP dan Dinas PU Kota Banda Aceh dilakukan
secara bertahap, mulai dari pengawasan, teguran berupa lisan dan
tulisan, pemanggilan pihak pemilik toko yang melanggar disertai
dengan membuat surat perjanjian, dan melakukan penindakan seperti
penertiban maupun pembongkaran terhadap toko yang telah

melanggar. Namun pada umumnya, tindakan ini belum cukup
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optimal, karena langkah yang dilakukan oleh pihak berwenang belum
merata dan hanya dilakukan pada jalan-jalan tertentu saja.

3. Fenomena penggunaan sempadan jalan ini merupakan perbuatan yang
salah dan telah melanggar aturan karena telah merugikan dan
menimbulkan mudharat bagi orang lain, hal ini dilihat dalam konsep
haq al-murur dalam figh muamalah dan PP No. 34 Tahun 2006
tentang Jalan, dan juga diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor
4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029, dan
Peraturan Walikota No. 44 Tahun 2010 tentang Standar Teknis
Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda Aceh

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pemahaman pemilik
toko tentang batas garis sempadan jalan pada lahan toko dan urgensinya
menurut haq al-murur dan PP No. 34 Tahun 2006, terdapat beberapa saran
yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Diharapkan kepada pemilik toko khususnya di Kecamatan Syiah
Kuala agar meningkatkan pemahaman tentang batas area lahan toko
dengan tanah sempadan yang merupakan lahan negara yang
diperuntukkan untuk kepentingan umum dan memperhatikan hak-hak
pengguna jalan dan mengurangi pemanfaatan tanah sempadan yang
merupakan hak untuk publik. Meningkatkan pemahaman dan
mematuhi setiap aturan yang berkaitan dengan hak-hak orang lain,
dan bagi pemilik toko yang telah melakukan penggunaan tanah
sempadan untuk menertibkan dan merapikan depan area toko yang
bukan hak pemilik toko agar tidak menggangu dan membahayakan

keselamatan orang lain.
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2. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya Camat,
Dinas PU dan Satpol PP Kota Banda Aceh agar meningkatkan
pengawasan dan penertiban yang merata disetiap kawasan, tidak
hanya pada jalan-jalan tertentu saja dan melakukan pembongkaran
pada setiap bentuk bangunan tambahan apapun.Diharapkan kepada
peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih lanjut mengenai
pemaanfataan sempadan jalan ini dan permasalahan-permasalahan
yang berkaitan tentang penggunaan lahan yang telah melanggar hak-
hak orang lain, karena masih minimnya pemahaman dan kesadaran
masyarakat dalam mematuhi aturan yang menyangkut hajat hidup

orang banyak.
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Lampiran 3 : Protokol Wawancara

Judul

: Pemahaman Pemilik Toko Tentang Batas
Garis Sempadan Jalan Pada Lahan Toko dan
Urgensinya Menurut Haq Al-Murur dan PP
No. 34 Tahun 2006.

Orang yang di Wawancara: Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Satpol PP Kota

Banda Aceh dan Pemilik Toko di Kec. Syiah
Kuala.

No.

Pertanyaan Wawancara

Apakah pemilik toko mengetahui tentang aturan batas garis
sempadan jalan dan batasannya pada tata ruang dalam wilayah
perkotaan seperti di Kec. Syiah Kuala?

Apakah pemilik toko mengetahui batas jarak sempadan jalan dengan
lahan toko yang masih boleh untuk dimanfaatkan oleh pemilik toko?

Apakah pemilik toko pernah mendapatkan sosialisasi baik secara
lisan maupun tertulis dari pihak berwenang tentang aturan yang
berhubungan dengan garis sempadan jalan dengan ruas wilayah toko?

Apakah anda sebagai pemilik/pengguna/penyewa toko telah
menerapkan zona batas garis sempadan jalan yang telah diberlakukan
dalam wilayah kota Banda Aceh khususnya di Kec. Syiah Kuala?

Apakah anda sebagai pemilik/penyewa toko membuat bangunan
tambahan pada ruas area di depan bangunan toko milik anda?

Apakah penambahan bangunan seperti teras/kanopi di depan toko
sudah mendapatkan izin dari pemerintah Kota Banda Aceh dan tidak
terindikasi sebagai penggunaan sempadan badan jalan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh?

Apakah zona di depan toko yang anda gunakan tidak melanggar batas
hak pengguna jalan lainnya sesuai dengan ketentuan PP No 34 Tahun
2006?

Apakah anda sebagai pemilik/pengguna/penyewa toko mengetahui
jika pembangunan teras/kanopi tidak boleh lebih dari 2 meter dari
batas lahan toko anda dengan sempadan jalan?

Apakah anda sebagai pemilik/pengguna/penyewa toko mengetahui
jika pembangunan kios atau penempatan rak jualan di sempadan jalan
adalah suatu hal yang melanggar hak pengguna jalan?

10

Apakah anda sebagai pemilik/pengguna/penyewa toko sudah
menyiapkan lahan parkir khusus untuk pelanggan anda tanpa
mengganggu hakl pengguna jalan lainnya?

11

Apakah anda sebagai pemilik/pengguna/penyewa toko mengetahui
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sanksi yang akan didapat jika terbukti melanggar batas lahan toko
dengan sempadan jalan?

12 | Apakah PP No. 34 Tahun 2006 tentang batas garis sempadan jalan
menimbulkan dampak terhadap omset dan perkembangan toko anda?

13 | Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota
Banda Aceh terkait dengan pelanggaran area GSB?1

14 | Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Satpol PP Kota
Banda Aceh dalam menerapkan kebijakan Perwal No. 44 Tahun 2010
tentang Standar Teknis Penataan Bangunan gedung di Wilayah Kota
Banda Aceh?

15 | Bagaimana tahapan-tahapan dalam penerapan kebijakan Perwal No.
44 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan gedung di
Wilayah Kota Banda Aceh jika terjadi pelanggaran area GSB?

16 | Apa saja dasar hukum yang digunakan Satpol PP Kota Banda Aceh
untuk menindaklanjuti pelanggaran GSB?

17 | Apa saja kriteria pelanggaran GSB yang paling sering dilanggar oleh
pemilik toko?

18 | Apa saja sanksi yang diberikan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh jika
terdapat pemilik toko yang melanggar aturan GSB?1

19 | Bagaimana proses penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota
Banda Aceh terhadap pemilik toko yang melanggar aturan GSB?

20 | Berapa lama waktu yang diberikan kepada pemilik toko untuk
memperbaiki dan menertibkan bangunannya jika dinyatakan
melanggar?

21 | Bagaimana proses dan tahapan perencanaan dan pengembangan area
GSB yang dilakukan oleh pihak Dinas PU Kota Banda Aceh?2

22 | Apa saja bangunan yang boleh dan tidak boleh didirikan pada area
GSB?

23 | Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pihak Dinas PU
Kota Banda Aceh dalam penentuan besaran area GSB?

24 | Berapa besaran area GSB pada suatu toko atau bangunan di Kota
Banda Aceh?

25 | Bagaimana mekanisme pengawasan dan penertiban pelanggaran
aturan GSB yang dilakukan oleh pihak Dinas PUPR Kota Banda
Aceh?

26 | Bagaimana penerapan area GSB pada bangunan lama?

27 | Apa saja dasar hukum pihak Dinas PU dalam penentuan besaran area
GSB?

28 | Bagaimana penerapan kebijakan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah

Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 oleh pihak Dinas PU dalam
penentuan besaran GSB?
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Lampiran 4: Dokumentasi
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Nama

NIM

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin
Pekerjaan
Agama
Kebangsaan
Status
Alamat
Orang Tua
Nama Ayah
Nama Ibu

Alamat

Pendidikan
SD
SMP
SMA

Perguruan Tinggi
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